PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBAMNG

NOMCR 22 TAHUN 2000
' TENTANG

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a.

Mengingat

A

WaLIKOTA PALEMBANG

bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 11 Undang-
undang Nemar 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dasrah dan guna menindak lanjuli  ketentuan
Peraturan Pemerintah nomer 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sabagal Daerah Otonomi, perlu  menatapkan
Kewenangan Pemerintah Kota Pzlembang;

bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut pada huruf
a, periu diatur dan di tetapkan pada Peraturan Daerah
HKota Palembang.

Undang-undang Momor 28 Tahun 1939 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Megara Rl Tahun 1938
Momor 73, Tambahan Lembaran MNegara Momor
1821).

Undang-undang MNomor 22 Tahun 1589 fentang
Pemarintahan Daerah (Lembaran MNegara RI Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Megara Nomor
33753,

Undang-undang MNomor 285 Tahun 1899 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Megara Momeor 72; Tambahan
Lembaran Megara Momor 3848 ).

Peraturan Pemerintah Nomeor 25 Tahun 2000 tentang
Kewanangan Pemerintah dan Keweanangan Propinsi
Sebagal Daerah Otonomi { Lembaran Megara R| Tahun
2000 Momaor 54, Tambahan Lambaran Negara Nomor
3952).

Keputusan CPRD Keota Palambang Momor 24 Tahun
2000 tentang Persetujuan terhadap Rancangan
Peraturan  Daerah Kota Palembang tentang
Keweanangan Pemerintah Kota Palembang.



Cengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA
FALEMBANG

BAB |
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1
Dalam Poraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.

2. Pomaorintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
perangkat Daerah Otonem yang lain sebagai Badan
Elesakutif Daerah.

3. Kepala Dasrah adalah Walikota Palembang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disebut DPFRD, adalah Badan Legislatif Daerah,

BAB I
KEWEMNANGAN DAERAH.
Pasal 2

(1) Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan
Pemerintah Daerah  untuk  menentukan atau
mengambil kebijakan dalam rangka panyelenggaraan
Pemerintah Dasrah,

(2} Kewenangan Daerah mencakup semua kewenangan
pemerintahan selain kewenangan yang di kecualikan
dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 22
Tahun 1299,

Pasal 3

Kewenangan Daerah sebagalmana dimaksud pada pasal
2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut ;

Bidang Pertanian;

Bidang Perairan / Perikanan:

Bidang Pertambangan dan Energi:
Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

oo oo



Bidang Koperasi, Pengusaha Kacil dan Maenangah;
Bidang Penanaman Modal,

Bidang Kepariwisataan;

Bidang Ketanagakarjaan;

Bidang Kesehatan,

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;,

Bidang Sosial;

Bidang Penataan Ruang;

Bidang Pertanahan;

Bidang Permukiman;

Bidang Pekerjaan Limum;

Bidang Perhubungan;

Bidang Lingkungan Hidup,

Bidang Pelitik Datam MNegerl dan Administrasi Publik,
Bidang Pengembangan Qtonomi Daerah;

Bidang Perimbangan Keuangan,

Bidang Kependudukan;

Bidang Clahraga;

Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
Bidang Infarmasi dan Kemunikasi;

Bidang Perlindungan Masyarakat;

Bidang Kearsipan,

Bidang Perencanaan;

Bidang Pengawasan;

. Bidang Pengolahan Data Elektronik;

Bidang Satuan Pslisi Pameng Praja;

Bidang Kewenangan di Berbagai Bidang salain 31
Bidang tersebut di Atas (Bidang Lainnya );
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FPasal 4

Kewenangan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud
pasal 3 huruf a Peraburan Claerah inl, maliputi;

1. Pertanian Tanaman FPangan dan Hortikultura:

a. Pengujian dan Penerapan Teknaologi :

1}. Penyelanggaraan demonstrasi dan
pelaksanaan kaji terap teknelogi anjuran
ditingkat usaha tani.

2). Pelaksanaan bimbingan pensrapan teknologi
anjuran kepada patani.

J). Pemantauan dampak dan pengawasan
penerapan taknalogl anjuran oleh peatani.

b, Sumberdaya [ahan dan air;

1). Palaksanaan identifikasi areal potens| untuk
mengembangkan pertanian tanaman pangan
dan hortikulura.

2). Penetapan sasaran, areal dan lokas| prioritas
bagl kegiatan pengembangan lahan,



rehabiltasi dan  konservasl sumberdaya
alam.

3y Penetapan pata potensi dan peta
. pemanfaatan sumberdaya lahan,

4). Pelaksanaan bimbingan pengembangan dan
rehabilitasi lahan kepada petani.

5). Puolaksanaan bimbingan teknis pamanfaatan
air untuk budidaya tanaman.

6). Pengawasan dan pemeliharaan jaringan
pengairan tingkat usaha tani dan kuarter.

Parbenihan:

1), Perencanaan, pengeturan dan pemantauan
pangadaan dan penyaluran benlh.

2). Pendirian dan pengelolaan unit perbenihan
Balal Benih Utama (BBLU ) dan Balal Benih
Pembartu ( BBP) .

35, Penyedizan dan perbanyakan benih sebar
(B5).

4), Penyediaan dan penyaluran mata tempel
pohon Induk kepada patani.

5), Pombinaan dan pengembangan penangkar
banin.

§). Pombinaan, perbanyakan dan penyaluran
benih sebar yang dilakukan oloh swasta.

7). Fembuatan kebun bibit { benih } padi,
palawija dan hortlkultura,

B). Pambinaan, pengawasan dan palayanan
bibit (benih) padi, palawija dan hortikultura
yang di jual oleh perusahaan, pangecer / kios
partanian.

9). Pembinaan teknls, pengawasan dan

penarikan retribusl tanaman hias.

Pupuk Organik (Pupuk Calr dan Zat Pengatur
Tumbuh):

1}
2).

3.

Pemierian bimbingan dan pengawasan,
Pengaturan, pemantauan dan pangawasan
pengadaan dan peredaran pupuk.
Pemblnaan, pengawasan dan pelayanan
pengadaan pupuk organik { pupuk cair dan
zal pengatur tumbuh ) yang dljual eleh
parusahaan, pengecer / kics pertanian .

Pestisida:

1}.

2)

Pemberian bimbingan tehnis peredaran,
penggunaan dan pemusnahan pastisida
kepada kios pengacer, patani dan
masyarakat [ainnya.

Pemantauan dan penanggulangan dampak
penggunaan dan pemusnahan pestsida di



ingkat perusahaan, kios pengacer dan
plani.
3) Pembinaan, pengawasan dan pelayanan
. pengadsan pestisida vyang dijual clsh
perusahaan, pengecer / kios pertanian.

Pembinaan alat dan mesin

1). Penyebaran prototipe alal dan  mesin
pertanian yang telah direkomendasi kepada
masyarakat.

2). Pelaksanaan demonsirasl dan kaji terap alat
dan masin partanian di lahan petani,

3). Pemberian bimbingan terhadap bengkel alat
dan mesin pertanian.

41 Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi
keperiuan alat dan mesin pertanian.

5]  Pembarian bimbingan dan mengawasi mutu
pada tingkat penggunaan alat dan mesin
partanian olah petani dengan
memparhatikan aspex serta  pangarub
ternadap produksi,

G). Pamberien jasa operasional Alat dan Mesin
Partanian (ALSINTAN) dengan hand tractor,
power thresher, dengan sistem Usaha
Pelayanan Alat dan maesin  pertanian
(UPJA),

71 Pelayanan hasil pertanian tanaman pangan
dan hortikultura yang masuk dalam Daerah
dari Dalam Megeri maupun Luar Megeri.

Pembinaan Manajemen Usahatani ;

1). Pelaksanaan analisa usaha tanl.

Z). Pemberlan pelayanan datafinfermasl usaha
tani pertanian tanaman pangan dan
horikutiura.

3}, Pelaksanaan bimbingan analisa dan
penarapan usaha yang menguntungkan.

4), Pengumpulan dan pengolahan bahan
penstapan kompensasi jaminan penghasikan
apabila terjadi parbedaan antara kabijakan
pemerinteh dengan rencana usahatanl
pebani.

Panen, Pasca Panen dan Pangolahan Hasil :

1). Penghitungan perkiraan kehilangan hasil
budidaya tanaman pangan dan hortlkultura,

2. Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu
unit pengolahan, alat transportasi, unit
penyimpanan dan hasil budidaya tanaman.



3).

Penyabarluasan dan pelaksanakan bimbingan penerapan
taknologi panen dan pengolahan hasil.

Pembinaan Pamasaran ©

1)

2).

3).

4).

Pengumpulan, pengolahan dan panyebaran informasl
pasar,

Panyampalan data pasar komoditas pertanian tanaman
pangen dan hortikultura ke daerah lain (Kabupaten/iKota,
Propinsi) dan ke Pusat.

Palaksanaan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan
harga dasar di tingkat petani sera melaksanakan
pengadaan pangan.

Pengadaan dan melaksanakan bimbingan  promasi
produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura,

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura:

1).
2,

3.

4).
5).
8).
7.
8).

8).

10).

11).

Pembuatan peta penyebaran OPT  (Organisme
Pengganggu Tanaman),

Pelaksanaon pengamatan dan identifilkasi OPT.
Puolaksanaan bimbingan pengamatan CPT.

Pelaksanasn bimbingan pengendalian dan eradikasi
OPT.

Peolaksanaan pengendalian dan eradkasi OPT apakila
terjadi eksplosi.

Penetapan larangan keluar/masuk media pembawa oPT
ke atau dari daerah laln atau antar wilayah.

Pelaksanaan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana perlindiingan tanaman kepada petani.

Penyebaran dan pelaksanaan bimbingan pemanfaatan
agensia hayzti kepada petani.

Pelaksanaan analisa keruglan akibat serangan OPT.
Laporan perkembangan OFT secara pariodik  dan
terjadinya exsplosi ke tingkat Propinsi.

Pelaksanaan pangamatan/penelitian (karantina pertanian)
terhadap semua kamodili tanaman pertanian yang masuk
dari luar Propinsi maupun dari negara lain baik berupa
benih (bibit), tanaman maupun hasil komoditi pertanian.

k. Tenaga Kerja Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

1}|

2).

3).
4.

Pslaksanaan penginventarisasian dan analisa kebutuhan
dan kelersediaan tenaga kerja pertanian tanaman pangan
dan hortikultura.

Peningkatan ketrampilan dan kualitas tenaga kerja
pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Pelaksanaan bimbingan pemanfaatan tenaga kerja.
Pelakzanaan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan
tenaga kerla dan pencrapan upah minimum.



5). Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.

6). Pembinaan dan pengembangan diklat yang di kelola
petani / nelayan (F45).

7). Pemberian izin dan pengawasan usaha penggllingan padi.

8). Pelaksanaan pemulihan izin dan pengawasan usaha jasa
dan budidaya tanaman.

|. Data dan Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

1}. Pengumpulan, pengolahan dan analisa dala seras
panyusunan dan penyajian statistik pertanian tanaman
pangan dan hortfkultura.

2). Penyampaian pelaporan data dan statistik pertanian
tanaman pangan dan hortikutiura ke tingkat Propinsi.

3). Palaksanaan peramelan dan perhitungan produksi serts
malaksanakan pengambilan ubinan.

m. Peloyanan dan Perizinan Usaha :

1), Pemberian izin dan pengawasan usaha penggilingan pad,
huller dan penyosohan beras milik orang warpa negara
atau Badon Hukum Indenesia yang tidak mempergunakan
maodal asing.

2). Pembaerian izin dan pengawasan usaha budidaya tanaman
pangan,

3). Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa budidaya
tanaman.

4). Pemberian lzin dan pengewasan terhadap perusahaan,
usaha pengecer | kios poertanian |, kios pestisida, kios
pupuk erganik, perusahaan alat dan mesin pertanian serta
parusahann pengolahan hasi partanian.

Z, Peternakan :
a. Pengujian dan Penerapan Teknalogi :

11. Penyelenggaraan demonstrasi dan kaji terap teknologi
anjuran.

2). Pelaksanaen bimbingan penerapan teknologl anjuran
kapada petani.

3). Pemantauan dampak dan mengawasi penarapan teknologi
anjuran olah patani.

b. Sumberdaya Lahan, Penyebaran dan Pengembangan

Fetarnakan
1). Pelaksanaan Identifikasi potensi penyebaran dan
pengembangan peternakan.

Z). Penetapan tata ruang petemnakan dan penetapan peta
potansi dan pemanfaatan sumberdaya lahan,



3.

4).

).

g)

7).
8).
g).

100
113

12).

13).

143,

18}

18).
17.

18),
19).

Palaksanaan penyabaran dan rodistribusi  ternak
pemarintah.

Palaksanaan bimbingan dan pengawasan panyebaran
termak yang dilakukan oleh swasta.

Perbibitan dan Silsilah Ternak ;
13
2).
3.
4).

Palaksanaan saleksi ternak bibit.

Pelalksanaan registrasi atau pencatatan ternak bibit,
Pengujian populasi dasar ternak,

Pamberian bimbingan produksi temak bibit peternakan
rakyat.

Parmantauan dan melakukan inventarisasi potensi wilayah
sumber ternak bibit.

FPemantavan dan mengawasi penyaluran ternak bibit yang
dilakukan olah pihak swasta.

Felaksanaan pangawasan mutu tarnak bibit,

Pangaturan dan pelaksanaan kastrasi ternak non bibit.
Panyadiaan mani baku produksi dalam negeri,
Palaksaraan produksi mani baku tarnak lokal spesifik.
Pataksanaan inseminasi buatan.

Peolaksapaan bimbingan dan pengawasan Inseminasl
buatan yang dilakukan oleh swasta.

Pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan ragistrasi hasil
inseminasl buatan.

Pangadaan mudigah temak.

Produks: mudigah ternak lokal spesifik.

Pefaksanaan alih mudigah.

Pemberian bimbingan dan pengawasan pelaksanaan alih
mudigah olah swasta.

Pelaksanaan monitor dan registras| hasil alih mudigah.
Pamberian bimbingan pembuatan dan pengasahan silsilah
ternak.

d, Pakan Ternak dan Padang Penggembalaan :

1).
2).

.

4).

5)

Pemberian bimbingan penggunaan pangan dan bahan
baku pangan konsentrat.

Pelaksanaaan pengawasan mutu pakan dan bahan bahan
baku pakan kensentrat dalam pemakaian

Pembarian bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak
tingkat benih sebar /| Extention Seed (ES) dan produksi
hijauan pakan.

FPangadaan, perbanyakan dan panyaluran benih hijauan
pakan ternak tinghkat ES.

Pelaksanaan kebun benin hijavan pakan untuk
parbanyakan ES.



Pamerksaan dan penganahzaan sampel limbah cair dar padat
tersebut di Laboratorium Bepeda Daergh,

Fangukuran tingkat pencomaran dari setiap usaha'kegiatan
tentang kebisingan .emisi gas buang kendaraan beormotor, getaran,
dan bau,

3. Pemantauan dan Pemulihan

a.

Pulaxsanaan pemantausn kualitas lingkungan dalam Daerah
dongan cara memantay dan mendata secara aktif maupun pasif
pada setiap sumber pencemaran seperti pabrik, industd, rumah
sakit. pangembangan perumahan dan pamukiman, perbangkealan,
dan lain-lain. sera melaksdanakan pula pemantauan pada ruang
tarbuka hijau, daerah resapan dan tangkapan air, serta kualitas
udara,

Palaksanaan pemulihan kualitas lingkungan dalam Daerah dengan
carm mengatur perzinan dan mengawasi setiap perubahan dan
penggunaan peruntukan lahan yang dapat menyebabikan
perubahan ekosistemn dan  pengrusakan lingkungan serla
meiaksanakan inventansasi kKerusakan lingkungan yang terjadi
akipat parbuatan manusia atau karena gejala alam.

Pelaksanaan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pemantauan dan pemulihan kuaitas lingkungan,
dongan cara meloksanzkan penyuluhan langsung kepada
maosyarakat tentang perdunya momelihzra dan mengembangkan
kualitas  finglaingan, seta melaksanakan pembinaan dan
bimbingan toknis tantang tolz care pengelolzan lingkungan hidup
yang baik dan benar, baik kepada masyarakat industrilpengusaha
maupun kepada masyarakat umum lainnya,

Pasal 22

Kewenangan Bidang Politik Dalam Megert dan Administrasi Publik
sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf s Peraturan Daerah ini meliputi;

1. Pembangunan Wilayah .

a,

b.

Palaksanaan inventarisasi dan mengavaluasi program/ keglatan
pombangunan,

Pengumpulan dan mengolah data tentang potensl geografis,
potensi sumbardays manusia, potens! produksl dan sentra-sentra
kogliatan preduksl masyarakat.

Peningkatan pengetanuan Camat dan perangkat pemerintahan
Recamatan.

Ponyiapan paket bantuan khusus kegiatan untuk Kecamatan yang
dikategorikan memerlukan pembinaan khusus.



4).
5).

&},

a).

8)
10}

11}

12)

13),
14).
15),
18),
17).
18).
19).

20).

1)
2).
3.
4.

o).

1}.

Pembangunan  dan pengelolaan unit-unit pelayanan
kesehatan hewan.

Fengamatan, pencatatan dan penyampaian laperan
kejadian penyvakil hewan di Daerah,

Pembuatar peta penyakit hewan di Daerah

Pelaksanaan panyidikan dan epidemiclogik penyakit
hewan parositis, bakteriawi, virusl, dan penyakit hewan
lalnnya.

Pendirian dan mengelola laboratorium kesehatan hewan.
Pelakzanuan vaksinns massal ternak,

Pembenan bimbingan dan pemantauan vaksinasi temak
yang dilakukan slah masyarakat,

Frlaksanaan pemborzntasan penyakit hawan,

Pemberian bimbingan dan pemantauan palaksanaan
pemberantasan penyakit hewan vyang dilakukan oleh
masyarakat.

penutipan dan pambukaan kembali wilayah wabah dalam
Daerak

Pamyampalan laporan gejala terjadinya wabah ke tingkat
Propinsi.

Pembericn  pengawasan  serta  pelaksanaan  urusan
kesejahteraan hewan.

Pengawasan dan pengujlan mutu bahan asal hewan dan
hasil bahan asal hewan,

Pendirian dan pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan
(RPH) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU).
Pembinaan dan pangawasan RPH dan RPU milik swasta
yang produknya beredar di Daerah.

Pemberian surat keterangan asalkesehatan bahan asal
hevwan dan nasil bahan asal hewan,

Pemeriksaan sanitasi dan hygiene lingkungan usaha
petamaxan,

. Pembinaan Manajemen Usaha Peternakan ;

Pemberian bimbingan manajemen usaha petemakan,
Pelasanaan analisis usaha peternakan.

Pengumpulan bahan informasi pangembangan agribisnis
dan agro industrl peternakan.

Pemberlan bimbingan agribisnis dan agro Industri kepada
patani.

Pembarian bimbingan penerapan pola
karjasama/emitraan usaha peternakan.

. Pambingan Pemasaran ;

Pengumpulan dan penyebaran informasi pasar.



1l

2). Penyampaian  informasi harga dasar kemoditas
patamakan ¢l Cacrah.

3). Penyslenggaraan dan pelaksanaan bimbingan promosi
pomasaran ternak.

4). Pelaksanaanpembangunan, pengalalaan dan pengawasan
Pasar hewan dan penampungan ternak,

k. Tanaga Kerje Fatarnaken -

1. Pelaksanaan inventarisas) dan lapor  jumlah, jenis
pakerjann, dan jabatan-jabatan teknis usaha peternakan.

2}. Pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan dan
katarsedioan tenaga kerja petornakan.

3). Peningkatan ketrampilan tenaga keria peternakan,

4). Pemberian bimbingan kesejahterazn tenaga kerja
Peternakan dan penerapan ketentuan upah minimum.

. Deta dan Stutisnk Peternakan -
1). Pengumpulan, pengolahan, analisls, dan penyajian data
dan stahstik peternakan Daerah.

2). Penyampalen lagoran data dan statistik peternakan ke
tingkat Propinsi,

m. Pelayanan dan Perizinan Usgha -

1). Pelaksanaan pengawasan izin usaha peternakan,

2). Pendaftaran dan pemberian surat tanda daftar usaha
peternakan rakyat,

3). Pembenan izin usaha RPH dan RPU,

4). Pemberian izin laboratorium peternakan dan kesehatan
hewan sesuai akreditasi vang ditetapkan Pemarintah,

3). Pembarinn  izin  rumsh  sakitiklinlk hewan sesual
akreditasi yang ditetapkan pemerintah.

8). Pemberian izin teke, kios, dan pengecer obat hewan,

7). Pemberan lzin kegistan inseminasi buatan dan alih
mudigah yang dilakukan oloh swasta.

8). Pemberian (zin pasar howan kesayangan.

9). Penetapan lokasi usaha hijauan makanan tarnak.

Pasal &

Kewenangan Bidang Perairan / Parikanan sebagaimana dimaksud
pasal 3 huruf b, Peraturan Daerah jai raliput :

1. Perencanaan pembangunan perikanan Dasrah.
a) Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan
pembangunan di bidang perikanan.



b) Pengkajian don evaluasi terhadap dampak pelakzanzan
kebifaksanaan dan program  pengembangan perikanan di
Daerah.

c.) Evaluasi kinorja birakrasi perikanan di Dasarah,

- Pangujian dan Penarapan Teknolog :
a.) Penyalenggaraan demonstrasl dan pelaksanaan kaji terap
teknslogl anjuran di tingkat usaha tani.
b)) Pemberian bimklngan dan pengawasan penerapan teknologl
kepada petanl nelayan.

e} Pelaksanazan pemantasuan dampak penerapan teknologi di
Daerah.

. Sumberdaya Lahan, lkan dan Lingkungan ;

a) Pelaksanaan identifikasi dan penaksiran besarnya potensi
oudidaya air tawar dan payau.

b) Fenetapan pela potensi dan pemanfaatan sumber daya
lahan di Daerah

¢} Penetapan Lasoran lokasi kegiotan survei dan pemataan
sumberdiya

W} Pengoiclaan  dan melakukan  pemaniauan  Kelestarlan
lingkungan pada areal budidaya air payau dan air tawar.

o) Penyelenggaraan pengendalian hama dan penyakit (kan,

f}) Pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan bagi alat-atal
stationer serta olat-alat terlarang, perahu tanpa motor, kapal
motor tempel (sutboard), dan kapal bagl usaha perikanan
yang tidak momerlukan 1zin Usaha Penangkapan (IUP).

¢.) Penatapan pemantavan dan pengawasan karanting ikan.

h) Pembangunan, pengelolaan dan pongawasan unit-unit
laboratorium nama dan panyaklt ikan.

i) Pengawasan peredaran mutu benih ./ bibit dan bimbingan
predunrsi saliihas bemb ikan,

|1 Pengawasan dan pembinaan pasca panan,

. Fangembargan Froduksi :

Pemberian bimbingan paneragan pola pengembangan produksl
sesual dengan ketentuan yang berlaku untuk Daerah.

. Kapal, Alat dan Masin Parikanan

a.) Pclaksanaan kaji terap terhadap kepal, bahan, alat dan
mezin  periknnan serta alat bantu penangkapan yang
direkomaendasikan,

b)) Penyebariuasan prototype kapal, alat, bahan dan mesin

perikenan  sefa gial bantu  penangkapan yang telah
direkomeandasikan
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c.) Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan kapal, alat, bahan dan
mesin perikanan serta pendataan produsen kapal, alat,

bahan dan mesin perikanan serta alat bantu penangkapan
ikkan di Daarak

d) Pengawasan dan pemeriksaan teknis kapal perikanan,
standar teknis kepal perikanan serta rekomendasi
pembangunan kapal parikanan.

o) Pengawasan dan pemeriksaan alat tangkap yang
dioparasikan

&, Benlh lkan :

a) Pemberian bimbingan dan pengawasan pengadaan dan
produksi serta penyaluran benih ikan di Daerah,

b.) Pemberian bimbingan Unit Perbenihan lkan (UPl) yang
diselenggarakan oleh petani atau masyarakat.

¢.) Pelaksanaan pembangunan, mengelola dan
meangembangkan UP!, Balai Benih Umum (BBU) dan Balal
Benih lkan (BBI) lalnnya.

d.) Pemberian bimbingan perbanihan swasta,
o) Peamberian bimbingan dan pengawasan mutu benlh lkan.

7. Pakan lkan :

a,) Purencanaan kebutuhan pengadaan dan penyaluran pakan
ikan di Daerah,

b.) Pemberian bimbingan penggunaan pakan lkan kepada
petani lkan.

c) Palaksanaan inventarisasi dan registrasi perusahaan palkan
ikan.

d) Pemantauan dan pengawasan pabrlk pakan serta kualitas
pakan yang diperdagangkan.

8. Cbat-chatan :
0.} Perencanaan kebuluhan, pengadaan dan penyaluran bahan
ot at dan obat Ikan di Caerah.
b.) Pemberian bimbingan penggunaan bahan cbat dan obat ikan
kepada patani lkan.
c.) Pomantauan harga penyaluran dan penggunaan bahan obat
dan obat ikan di tingkat patani.

d.) Pemantauan dan pengawasan standar toko obat dan standar
bahan-bahan abat yang diperdagangkan,

8. Pengambangan Usaha :
Pemberian bimbingan penerapan pola pengembangan usaha
perikanan sesual dengan yang diletapkan untuk Daerah.

10, Pembinaan Mutu Hasil Perikanan :



o) Pembinaan dan mengawasi kegiatan penanganan dan
pengolahan hasil perikanan di Daerah.

b) Pembaerian rekomendasiSurat Keterangan Pembinaan,
Penanganan dan Pengelahan (SKPPP) petani ikan dan
nelayan tradisional yang ada di Daerah.

c) Pemberian Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan
dalam peredaran antar Daerah HKabupaten/Keta dalam
wilayah Propinsl Sumatara Selatan.

11.5arana Informas! Pasar :

8.) Pelaksanaan analisis pemasaran hasil perikanan di Daerah

b.) Penyusunan dan penyampaian informasi pemasaran hasil
porikanan.

c.) Penyelenggaraan dan melakukan bimbingan promesi hasil
perikanan.

d.) Pengelolaan sarana pemasaran milik Pemerintah yang ada di
Daarah

o) Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sarana
pemasaran.

12.Prazarana Poerikanan :
8.) Penyedizan dan mengelcla prasarana budidaya tambak di
tingkat petan! (saluran tersier).
b.) Pembangunan dan pengelciaan dermaga perikanan, tempat
pelelangan lkan dan atau tempat pendaratan lkan.

c) Penyediaan dan pengelolaan pasar ikan hidup dan hasil
perlkanan lainnya,

13.Palelangan lkan

Pelaksanaan pelslangan [kan sesuai petunjuk tekniz dari
Pemaerintah,

14, Tanaga Kerja Parikanan :
a) Pelaksanaan Inventarisasi dan analisis kebutuhan serta
ketarsediaan tenaga kerja perikanan di Daerah.
b)) Pengembangan tenage kera perikanan, kesejahteraan
lenaga kerja, dan penerapan upah minimum.
¢.) Pelaksanaan diklat dan magang petugas perikanan serta
masyarakat parikanan lainnya.

15. Data dan Statistik Perikanan :

a.) Pengumpulan, estimasl, analisis, penyusunan dan penyajian
data dan statistik perikanan Daerah.

b.) Penyampalan laporan data dan statistik perikanan ke tinghkat
Propinsi.



16. Perizinan Usaha :

8.} Pemberian win Usaha Perkanan (IUP} dan usaha-usaha
penangkapan ikan (laut dan perairan umum), pengolahan
ikan tradislonal, pabrik ikan, { colt storage, pengelahan ikan,
pengalengan, dan sebagainya), perdagangan ikan { akspor,
impor, lokal antar pulau antar Daerah : ikan beku, benih
(bibit}, ikan segar, ikan clahan, ikan hidup, ikan hias, pakan
ikan dan sebagainya), pabrik pakan ikan, pambenihan lkan,
perdagangan sarana dan prasarana preduksl perikanan dan
surat penangkapan ikan (5P} kepada orang atau badan
hukum yang bergerak dibidang penangkapan lkan.

b) Pelaksanaan registrasi usaha perikanan yang berdasarkan
ketentuan yang berlaku tidak memeriukan zin usaha dan
mengawasl usaha perikanan yang izin usahanya
dikeluarkan oloh Pamearintah Daerah

c.) Pemberian izin mutu ikan bagi semua ikan yang
diperdagangkan (ekspor, impor, lokal antar pulau antar
Daerah : ikan baku, benih (bibit), ikan segar,lkan olahan,
lkan hidupkan hias,pakan ikan dan sebagainya,
dikonsumsl, diclah dan menjadi salah satu bahan baku
preduk olahan ( kerupuk, kemplang, empak-empek, takwan
dan sebagainya),

d.) Pemberian izin tambat labuh bagl kapal-kapal perikanan dan
kapal-kapal lain yang berlabuh didermaga perikanan,

.) Pemberian izin berlayar bagl kapal-kapal perikanan sesuai

dengan standar yang beraku | standar teknis kapal, alat
tangkap dan sebagainya),

Pasal &

Kewenangan Bidang Pertambangan, Energi dan MNon Migas
sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf ¢ Peraturan Daerah ini maeliputi

1.

Pertambangan Bahan Galian Golongan C:
a, Pengujian dai Penerapan Teknologi;

1). Penyelerggaraen demonstrasi dan melaksanakan kaji
terap teknologl anjuran di tingkat usaha pertambangan
bahan gulian galongan C,

2). Pelaksaaan esplorasi dalam rangka diversifikasi jenis
bahan t: mbang yang memiliki nilal komersial,



3). Penglitian kemungkinan peningkatan nilai tambah dari
jenis bahan tambang yang kini telah diekploritasi.

4). Pemberlan bimbingan penerapan teknologl anjuran
kepada para pengusaha bahan galian golongan C.

5). Pemantauan dampak dan mengawasi penerapan
teknelegl anjuran oleh pengusaha yang bersangkutan,

. sumberdaya lahan:

1). Pelaksanaan  Identifikes] areal potensi  untuk
mengembangkan areal pertambangan bahan gallan
golongan C.

2). Penetapan sasaran areal / lokasi prioritas bagl keglatan
pertambangan bahan galian gelangan C.

3). Penotapan peta potansi dan peta pemanfaatan
sumberdaya lahan.

4). Pemberian bimbingan teknis dan pengembangan usaha.

. Pelayanan dan Perizinan Usaha;

1). Pemberian  |zin  Tempat Ussha (SITU) Izhan
partambangan bahan galian golongan C.

2). Pelaksansan pengawasan dalam bentuk daftar ulang
bagi izin yang barsifat permanean.

3). Pemberian pelayanan prima kepada pengusaha yang
akan membuat Surat Izin Usaha secara cepat dan tepat
sesuai paraturan yang berlaku.

4), Pelaksanaan sosialisasi kepada para pengusaha
pertambangan untuk mengetahui mamfaat keberadaan
SITU guna menunjang FAD.

5). Pemberian penyuluhan kepada para pengusaha dan
pendekatan persuasil untuk menumbuhkan kesadaran
dalam memillikd SITU dan kesadaran membayar Retribusi
lzin Gangguan dalam rangka meningkatkan PAD.

G). Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja usaha
pertambangan umum.

7). Pengawasan lingkungan hidup usaha pertambangan
umum.

&). Pangawasan konservasi bidang usaha pertambangan
umum.

9). Pengawasan produksl pertambangan umum,

10). Palaksanaan pengelelaan sumberdaya mineral,

11). Pengelolaan sumberdaya energl,

12). Pengelclaan sumberdaya air tanah pada cekungan air
bawah tanah (inventarizasi, pengendalian, pengawasan,
pengelelann, konservasi, penetapan dan perizinan),



13)

14).

18).
18).

7).
18).

18).
20,
21).
22).
m,
24).
25).
28).
27).
28).
29),

an).
31).

32).

33).
34).

2. Energi:

Penataan batas wilayah kegiatan usaha pertambangan
umum.

Panetapan wilayah korig usaha pengeboran air bawah
tanah,

Penstapan HET Bahan Bakar Minyak Tanah salempat.
Pelaksanaan survei gaclegi (geclegi umum, geckimia,
goofisika) wilayan kota serta penyelidikan khusus (peta
tomatishidrogeologi, geologi  teknik, gsologi tata
linghungan daerah kota skala lebih kecil dani 1:50.000.
Pambarian 1zin usaha non inli meliputi SPBU.

Pamberian rekemendasi surat  keterangan terdaftar
perusahaan [asa penunjang migas.

Pamberian bimbingan teknis pertambangan umum
bahan galian {non migas dan radio aktip).

Penatapan jaminan reklamasi pertambangan umum,
Pemantauan dampak lingkungan kegiatan migas,
Pemantauan penyediaan, penyaluran dan harga BEM
dan Falumas.

Pomantauan pengumpulan dan penysluran pelumas
bakas.

Pemantaunon dampak lingkungan kegiatan migas.
Pengawasan kegiatan usaha katenaga listrikan.
Pambanan [zin penelitian dan / atau penyelidikan atau
cksploras air bawah tanah pada cekungan air bawah
tanah.

Fembarion Surat izin Usaha Pengelolaan Alr Bawah
Tanah (SIPPAT) dan Surat Izin Juru Bor (SLJB)..

Pambarian |zin Pengeboran (5IF), pengambilan air
bawah tanoh, penyerapan dan pangambllan mata air

Femberian i2in usaha inti partambangan umum yang
maliputi eksplorasi dan eksploitas,
Fembarian Surat Keterangan lzin Peninjauan (SKIP).

Pemberlan [zin Usaha Pertambangan Umurm meliputl
KP<= Kk=< dan PKP2b.

Pengesahan dekumen Amdal dan UKL / LUPL.
Pengsasanan Kepala Teknik Tambang,

Pengelolaan sumber daya mineral dan energi nen migas
recuall bahan radio aktip.

a. Fengembangan pamanfaatan sumber daya mineral dan
anargi serta air bawan @nah.

b. Paembaerian izin usaha inti pertambangan umum yang mellputi
eksplorasi dan eksploltas),
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Pemberian izin usaha inti listrik dan distibusi yang tidak
disambung ke grid nasional,

. Pengelolaan sumber daya mineral dan ensrgi non migas

kecuali bahan radioaktf.

Penyusunan rencana panyediaan tenaga listrik di perkotaan,
Penyusunan rencanza konservasi energi,

Penyusunan rencana jaringan listrik parketaan.

Pelaksanaan penyelidikan bencana alam geoclogi lokal (tanah
longser / gerakan tanah).

Pelaksanaan survei air tanah pada cekungan air bawah
tanah,

Pelakzanaan inventarisasi  sumber  daya minaral
(ponyulidikan, pemetaan, eksplorasi, pemantaun dan
penyusunan data dan potensi),

Pelaksanaan inventarisasi sumber daya energl,

Pelaksanaan inventarisasi sumber daya air tanah pada
cakungan.

. lzin prinsip pembangunan sarana Kelenaga listrikan dalam

kote {jaringan dan gardu distibusi, gardu induk, gardu
distribusi).

n. Membarikan lzin pengusahaan sumber daya panas bumi.

Usaha penyediaan tenaga listik untuk kepantingan umum
yang tidak disambung ke grid nasional.
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

. Usaha penunjang tenaga listrik.

Persetujuan penggunaan WK { WKP untuk kegiatan laln diluar
keglatan migas.

Rekomendasl penetapan Daerah terbatas dan Daerah
terlarang pada Caerah 12 mil laut,

Prossdur pamberian rekomendasi penggunaan kawasan
hutan untuk kepentingan keglatan migas.

lzin maedirikan dan menggunakan gudang bahan peledak di
Daerah operasi daratan.,

Rekomendas: penggunaan bahan dispersant  untuk
pananggulangan pancamaran lingkungan eleh minyak bumi,

w. lzin ppmasaien jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK).

A,

Y.
Z.

lzin pembukaun kantor parwakilan perusahaan di sub sektor
migas,

Rekomendasi atas izin usaha pendirian kilang,
lzin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas,

aa. Pemberian surat keterangan terdaftar,



Pasal 7

Kewenangan Bidang Kehutsnan dan Perkebunan sebagaimana
dimaksud pasal 3 huruf d Paraturan Daerah ini meliputi ©

Hehutanan
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Penghijauan dan Kensersasi Tanah dan Air
Persutaraan alam

Perlebahan

Hutan Rakyat atau Hutan Milik

Penyuluhan Kehutanan

Penyslenggaraan pengawasan dan pengadaan hasil hutan
kayu dan nen kKayu;

Penyusunan rancana micro kehutanan Kota;

Perlindungan hutan Kota,

Penghijauan Kota;

Panyelonggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan
hutan lindung,

Pelakaanaan rehabilitasi, reklame, sistem shalcitur , budidaya
dan pangalolaan hutan;

Penyelenggarann perizinan pemamfaatan hasil hutan kayu,
pemamfaatan flora;

Penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu,
Penyelenggaraan pengeloiaan taman hutan raya;

Parlindungan dan pengamanan hutan;

Penyelenggarean dan  pelatihan  teknis, penelithan dan
pengoembangat: lerapan bidang kehutanan,

Penyelenggaraasn pembangunan hutan Kota;

Penyclonggaraen Kredit Usaha Kenserves! Daerah  Aliran
Sungai (KUK-DAS);

Penyelanggarzan pembinaan generasi muda pelestarian alam
(Gempala),

Pembinaan can pengendalian gangguan satwa liar dan
pembinaan hasitatnya;

Penyelenggaraan identifikasi lokasi dan populasi satwa baru.
Pembinaan don pengandalian peredaran satwa liar,
Pengawasan, peredaran hasil hutan baik lokal maupun ekspor.
Pengukuran pangujian hasil hutan.

Penerbitan Surat Keterangan Hasil Hutan.

Izin lock on kayu di sunga.

Pasal B

Fewenangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana
dimaksud pasal 3 huruf e Paraturan Daerah inl meliputi |

1.

Perindustrian
a. Pambinaan dan Pangambangan industri :



1)
7).

).
4},
5).

0

Pemberan bimbingan kewirausahaan.

Fembeanan bimbingan teknolog:, mulu, efisiensi, dan
produlkbivitas.

Pengawmrsan bahan tambahan makanan.
Pelaksanaan promosi,
Pelaksanaan inventarisasi industr| kecil,

b. Pelayanan Porizinan

1)
2).

3).
4).

5).

Penerbitan Surat Izin Industri,

Penerbiten Berite Acara Pemerksaan dalam rangka
penerbitan  [zin  Usaha Industd yang menjadi
kawenangan Pemerintah Propinsl dan  Pemerintah
Pusat,

Rekomendasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
Rekomaendasi Kelayakan Usaha.

Rekomondasi Kelayakan lzin Usaha Industi dalam
rangka PMAPKMDN,

2. Perdagangan Dalam Megeri
a. Pembinaan Manajemen dan Pemasaran ;

1).
2).

3}

Pembarian dan penyuwluhan Perdagengen Golongan
Ekonomi Lemah,

Fembinaan dan Pengawasan Perusahaan Dagang
Kacil, Manengah dan Basar.

Pembertan bimbingan dalam rangka pembinaan dan
paningkatan promosi dagang dalam negeri.

4). Pelsksanaan menitering perkembangan harga dan

gl

stock sembako,

. Pambarian kimbingan dan penyuluhan UU Na. 3 Tahun

19682 tentang Waijib Daftar Perusahaan (WDP).
Pelaksanaan monltoring sehubungan dengan distribusi
barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang
sirategls serta barang penting lainnya.

Pemberian penyuluhan dan  pembinaan kepada
wonsumen dan produsen sesual dengan UU Mo, &
Tahun 1899 tentang Perlindungan Kensumen,
Pambinaan dan penyuluhan kepada Konsumen, retailer
dab produsen tentang Parlindungan Kensumen,
Pengawasan dan Pembinaan panggunaan / pemakalan
Alat ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya
{pekarjasama)



b. Famhbinaan Pasar Trodisional dan Modern

1).

)
3.

4).
81

&),

Ponatasn pasar radisional dan modern.

Parzncanaan, pelaksenaan  pembangunan  dan
penpelolaan pasar tradisional dan modern.

Perancanaan pelaksanaan pombangunan pasar grosir /
[151- {518

Fembinoan pedagang kaki lima.

Fembinean ternadap pasar yang dikelola cleh pihak
Swasta,

Rekomendasl pembangunan pasar cleh pinak swasta

Data dan S1alistik Perdagangan !

1).
2k

3.

Pengumpulan <an  pengolanan data SIUP  untuk
kamudian ditabulasi, diznalisa, dan disajikan.

Pengumpulan, pengolahan dan penerbitan data TOP
berdasarkan bentuk dan jenis perusahaan.

Pangumpulan, pengolahan dan  penyajian  data
parkembangan harga dan stock sembako dan barang
siratagis lainnya.

d. Palayanan Perizinan |

1)

2.

3.

4.

5).

B).

g).
10).

11).

Pelayanan penerbitan Surat 1zin Usaha Perdagangan
[SIUP) untuk Perdagangan Kecll (PK) dan Perdagangan
Menangah (PA),

Pelayanan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Falayanan panerlitan Tanda Gaftar Gudang.
Pelayvanan permohonan Angka Pengenal Impor {'ﬁPI]
dalam hal pemeriksaan lepangan dan administrasl,

Pelaksanaan psngeiclaan dan pengendalian sﬁndar
ukuran, cap, tandae tera, peneraan dan peneraan ulang,
alat-alat ukur, takar, imbang dan parlenghkapannya,

Pengawasan terhadap penggunaan alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya, serta barang dalam
kKamasan.

Folayanan panerbitan Tanda Daftar Perusahaan.

. Pelayanon Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan

\Waralaba;

Palavanan Penerbitan rekomendasi Surat zin Usaha
Perdagangan Minimum beralkohal;

Palayanon Penerbitan Surat 1zin Usaha perdagangan
sistern Multi Level Marketing;

Pelayanan Penerbitan Surat [zin Usaha Keagenan.



12). Pemberian izin penyewa petak pasar.
13). Pemberion izin sementara tampat penjualan nasional.

14}, Permberian izin  pemindahan hak sewa petak ( balik
namaj.

13). Pembanan izin pemindanan hak sewa kepada ahli
Wwaris,

16). Pembaenan izin hak pakai / hak sewa tanah pasar,

3. Pardagangan Luar negeri

a. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1), Pembinaan kepada Eksportir,
2y, Pambinnan kepada Impartir.
3). Pembiraan kapada Calon Eksportir dan Impaortir,
4), Promaosl Dagang ke Luar Negeri.
3), Pernyabaran Informasi Pasar

b. Pelayanan Penzinan
1). Pelayanan Penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor
Kopi {(SPEK)
2). Pelayanan Penerbltan Surat Keterangan Asal (SKA)
Barang dalam rangka Ekspor.
3). Pelayanan Penarbitan Angka Pengenal Importir (API).

Pasal 9

Kewenangan Bidang Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
sebagaimana dimaksud pasal 3 hurup f Peraturan Daerah ini
meliputi

[ o

Poo~Nonasw

Pengesahan akle pendiri Koperasl Primer dan Skunder.

Pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasl Primer,
Shunder.

Pengesahan pembubaran kepada Koperasi Primer dan Skundar.
Pemberian Konaultasd Hukum pada Keperasi dan PEKM.
Pemberian Advokasi kepada Koperasi dan PKM.

Pembinaan Kelembagaan kepada Koperasi dan PKM.
Pembinaan Usaha kepada Koperasi dan PKM.

Pembinaan parmodalan pada Koperasi dan PEM.

Poningkatan kualtas Sumber Daya Manusia Koperasi dan PKM.

Pemberian Fasilitas antar Koperasl, Koperasi dengan PKM,
Koperasi dengan BUMM / BUMS | BUMD.

Fasilitas Promos| dan pemasaran Koperasi dan PEM.

Pemberian kesempatan pemamfaatan dan penguasaan
tahnclegi dan informasi bagi Moperasi dan PKM,



13.
14.
15
16.

17.
16.
18.

e
212,
23,

24,

i3

Pembarian rekomendasi pengembangan Permodalan Koperasi
dan PKM.

Pembarian rekomendasi pengembangan usaha Koperas! dan
PEM. '

Penyusunan program pembinaan dan Pengembangan Koperasi
dan PEM.

Perumusan dan penjabaran kebijaksanaan Pemerintah Daerah
dalam bidang Koperasi dan PKM.

Fengawasan Koperasi dan PKM,

Pembinaan Klasifikasi Koperas! dan PKM.

Pengembangan Lambaga Keuangan Altarnatif,

Penilalan Kesehatan Koperasl Simpan pinjam dan Unit Simpan
Pinjam;

Pemariksaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam ;
Pamariksaan dan Paenilaian Koperasi dan PKM ;
Penyelenggaraan  monitoring evaluasi dan  pelaporan
perkembangan Koperasl dan PEM ,

Pangembangan jaringan Usaha Koperasi dan PKM,

Fasal 10

Kewanangan Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pasal
3 huruf g Peraturan Daerah ini maliputi ;

1.

3.

Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal,

Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan.

Perlzinan:

a. Pamberian persetujuan dan fasiltas serta perzinan

polaksanaan pananaman modal dalam rangka PMDN dan
PMA, (Penanaman Modal Baru, perluasan dan perubahan).

. Pemberian Angka Pengenal Importir Terbatas {APIT).
¢. Pemberian fasilitas:

1). Keringanan bea masuk atas pengimporan / peralatan
sarta bahan baku dan bahan baku penclong.

2). Pemberan fasilitas perpajakan atas perolehan barang
modal,

3). Pengesahan surat keputusan tentang rencana
penggunaan Tenaga Kerja Asing Pandatang (RPTK).

4). Pemberlan rekomendasi TA.01 bagi Tenaga Kera
Asing.

§), Pemberlan lzin Usaha Tetap (IUT).
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Pasal 11

Kewanangan Bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pasal 3
huruf h Peraturan Daerah ini meliputi:

1.

Pengelalaan sarana dan prasarana kepariwisataan maliputi -
8. Obyek-obyek wisata seperi wisata alam, wisata
sajarah/budaya, dan widya wisata,
b. Mandala wisata
d. Losmen dan questhousa.
&. Penginapan remaja.
. Pondok wisata
g. Perkemahan (camping ground).
. Rekreas| dan hiburan umum.
. Kawasan wisata
. Perizinan sarana kepariwisataan,
. Perizinan jasa pariwisata.

Penunjeng visi dan misi Daerah dengan pengelolaan kegiatan
yang berhubungan dengan peningkatan wisata peralran.

f
h
i
I
k

Penerbitan Izin Usaha (SIUP) bagi usaha perhotelan, rumah
makan, dan entertainment, termasuk biro parjalanan  dan
perusahaan cinderamata.

Pengalolaan  rotribusi  perhotelan, rumah makan, dan
ontertainment, termasuk biro  perjalanan dan perusahaan
cinderamata.

Pembinaan terhadep usaha perhotelan, rumah makan, dan
entertainment, termasuk bire perjalanan  dan  perusahaan
cinderamata.

Pembinaan terhadap usaha hiburan umum.

Pengumpulan dan pengolahan serta pelaporan data statistik
usaha hiburan umum, perhotelan, rumah makan dan
entertainment  termasuk biro peralanan dan perusahaan
cinderamata.

Pelaksanaan kewenangan promos| pariwisata.

Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan diklat kepariwisataan
(SOM)
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Pasal 12

Kewenangan Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
pasal 3 huruf i Peraturan Daerah ini meliputi ;

1.

ERY

BN,

8.

Pelayanan antar kedja umum,

Pelayanan antar kerja khusus,
Pambinman  terhadap Permasalahan Tenaga Kerja
Indonesia(PJTKI).

Pembinaan kepada Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing.
Pembinzan syarat-syarat kerja,

Pengawasan pelaksanaan UMR ditingkat kota.

Pengawasan waktu keria dan waktu istirahat.

Penerbitan perizinan peralatan kerja.

Pengawazan Tenaga Kerje Asing.

10.Pengawasan pefaksanaan Peraturan P4D.P4P.
11.8ertifikasi operator alat berbahaya,
12.Usaha lain dalam pemberlan kesejahteraan penganggur untuk

13,

14,

185,

1E.

17
18.

18,

20.

ra B

2,
23,
24,

memelihara kemmpuan bekarj dengan jalan menyselenggarakan
keclahragaan, kesenlan, hiburan, pemberantasan buta huruf dan
pendidikan umum/ pelatihan dikalangan penganggur  dan
sebagalnya.

Pembinaan peningkatan fasilitas kesejahteraan pekerda pada
perusahaan swasta,

Pemberian bantuan bagl pengguna alumi LKK yang usaha
mandiri.

Ponyelanggaraan pengawasan dan pengendalian keselamatan
kerja, hygiene parusahaan, lingkungan kera dan ergonoml.
Penyelonggaraan pengawasan dan pengendalian  jaminan
kesejahteraan purna kerja.

Perencanaan kebutuhan dan penempatan tenaga kerja Daarah.
Pengumpuian , pengolahan, penysjian dan pelaporan data
statistik tenaga kerja,

Penyelenggaraan bursa tenaga kerja meliputi pendaftaran pencari
kerja dan penempatan tenaga kerja;

= AKL (Antar Kerja Lakal);

5 AKAD (Antor Kerja Antar Daerah);

< AKAN (Antar Kerja Antar Negara);

Penghimpunan, pengolahan dan penyebariuasan Informasi Pasar
Kerja (IPK},

Pelayanan bimbingan |abatan penyuluhan Jabatan, analisis
|nbatan.

Panyelsnggaraan usaha mandirl dan perluasan kerja.
Penyelenggaraan tehnclogl padat karya dan tehnologl tepat guna,
Pembarian SPP - AKAD.



25.
26.

27

s L
36,
37,
36,

6

Pemberian izin pendifian Bursa Kerja Khusus ( BKK).

FPambenan rekomendasi izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
dan Perpanjangan.

Fambinaan kesojahtaraan penganggur dan pemberian kerja
kepada penganggur

Memberian Kerja Sementara (FKS).

frarluasan Kerja Deerah (PKD).

Hemberian bantuan soslal kepada penganggur.

. Parencanaan Kebutuhan Latihan Kerja Dasrah,
. Penyalenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan,
. Panyelenggarean Parizinan Lembaga Pelatihan di Lembaga

Latihan Swasta, Porusahaan dan Pemerintah.

Penyelenggaraan Akreditas Lembaga Pelathan , Lembaga Uji,
Keterampilan dan Lisansi.

Penyalenggaraan sortifikat latihan dan pemagangan .
Panyelenggaraan dan pambinaan pemagangan di perusahaan.
Fempbinaan pregram latihan (Pola SKK dan SLK

Fembinaan dan bimbingan pengelclaan Instruktur  LLS,
Perusahaan dan pernerintah.

Pembinaan sarana dan prasarana latihan.
Palatihan peningketan produktivitas,

. Pemasyarakatan produltivitas.

Pengukuran produktivitas tenaga kerja.
Panyalenggaraan bimbingan dan bimbingan prodktivitas.

Pamantauan penerapan produktivitas tenaga kerja dan
konsultasi,

Felaksanaan latihan-latihan manajemen dan kewiraswastaan.
Fendafizran Kesepakatan Kerja Bersama {KKB).

. Pangesahan Peraturan Perusahaan.

48, Pendaftaran kesepakatan kerja waktu tertentu,

Pengusulan, penetapan dan pembinaan upah minimum regional/
upah minimum sektoral regional (UMR ! UMSR).
Pambinaan kepesertaan Jamsotek,

. Pandataan kebuluhan hidup minimum pekerja lajang { KHM ) dan

pendataan 9 bahan pokok,

. Pendaftaran sarikat pakerja/ serikat buruh,
. Pembinaan dan pengembangan lembaga kerja Bipartit,

Pendidikan dan pemasyarakatan hubungan Industrial Pancasila
(HIP.

Pambinaan dan pengembangan Lembaga Kerja Sama Tripartit .

Penyelesalan perselisihan hubungan Industrial (PHI) dan
pemutusan hubungan Kerja (PHE).

. Pengawasn norma kerja .

Pengawasan Jamsostek, kecelakaan ,wanita, anak, dan crang
muda;
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44,
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Pemberian izin pendirian Bursa Kerja Khusus { BKK).

Fembarian rekomandasi izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
dan Perpanjangan

Pambinaan kesejahternan penganggur dan pemberian kerja
kepada penganggur.

. Pemberian Keria Sementara (PKS).
. Perluasan Kerja Daerzh (PKD)..

Pemberian bantuan sosial kepada panganggur.

. Perencanaan Kebutuhan Latihan Karja Daarah.
. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan,

Penyelenggaraan Perizinan Lembaga Pelatihan di Lembaga
Latihan Swasta, Porcsahaan dan Pemerintah,

Penyelenggaraan Akreditas Lembaga Pelatihan , Lembaga Uji,
Keterampilan dan Lisensi,

Penyeclenggaraan sertifikat latihan dan pemagangan .
Penyelenggaraan dan pembinaan pemagangan di parusahaan.
Pembinaan program |atihan (Paola SKK dan SLE.

Pembinaan dan bimbingan pengelolaan Instruktur  LLS,
Perusahaan dan pemerintah.

Pembinaan sarana dan prasarana latihan.

Pelatihan peningkatan produktivitas,

Pamasyarakatan produktivitas.

Pengukuran produktivitas tenaga kerja.
Panyalanggarsan bimbingan dan bimbingan prodktivitas,

Femantauan penarapan produktivitas tenaga kerja dan
konsultasl,

Pelakzanaan lathan-latihan manajemen dan kewiraswastaan.
Fendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKE).
Pengesahan Peraturan Perusahaan.

Fandaftaran kesepakatan kerja wakiu tertanty,

Fengusulan, penetapan dan pembinaan upah minimum regicnal
upah minimum sektoral regional (UMR / UMER).

Pambinaan kapesartaan Jamsatak,

. Hendataan kebutuhan hidup minimum pekarja lajang ([ KHM ) dan

pandataan 9 bahan pokok.

. Pendaftaran serikat pekerja’ serikat buruh,

Fembinaan dan pengembangan lembaga kerja Bipartit.

Pendidikan dan pomasyarakatan hubungan industrial Pancasila
(HIP,

Pembinaan dan pengembangan Lembaga Kerja Sama Tripartit .

Penyelesaian porselislhan  hubungan Industrial (PHI) dan
pomutusan hubungan Kerja (PHK).

. Pengawasn norma kerja .

Pengawasan Jamsostek, kecelakaan wanita, anak, dan orang
miuda;
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Fengawasan K3 Uap dan bajsna tahunan,

Pengawasan K3 Mekanik .

Pengawasan K3 Kenstruksi bangunan dan penanggulangan
kebakaran

Pengawasan K3 listrik,

Pengewasan Kesehatan dan lingkungan kerja .

Administrsi teknis dan penerbitan perizinan meliputi penarbitan
buku akte pengawasan ketenaga kerjaan, pendaftaran waljib
lapor ketenagas kerjaan, penorbitan izin lembur, penarbitan zin
kerja malam wanita, pengesahan izin pesawat angkat angkut,
pengesahan paralatan kontruks! bangunan, pongasahan instalasi
listrik dan penangkal petir.

Evaluasi pelaksenasn peraturan parundang-undangan dan
penagak hukum

Pasal 13

Kewonangen Bidang Kesehaten sobagalmana dimaksud pasal 3 hurut
| Peraturan Daarah inl meliput:

Bl =

(&

]

10,

1
12.
13.
14,
15

18

17

Perencarazn pembangunan kesehalan kota,
Pengaluran dan pengorganisasian sistem kesehatan kota,

Perencaraan dan pengadasn obat dan pelayanan kesshatan
dasar esensial.

Penetapan dan pengaturan tarif pelayanan kesahatan lingkup kota.
Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan kota
Penyelanijgaraan seleksi dan pandayagunaan tenaga kesehatan
linglup kota

Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Lingkup
kota

Penyelenggaraan Sistem Infarmas! Kesehatan kota

. Penyelanggaraan promosi keschatan masyarakat.

Penyslengparaan pelayanan kesehatan desar mjukan Pamerintah
dan Swasta,

. Penyelenggarann don pembinaan kesehatan pelabuhan kota.

Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan reproduksi,
Ponyelenggaraan pondidiken dan pelatihan tenaga kesahatan,
Pancegahan dz2n pemberantasan penyakit dalam lingkungan kota.
Surveilans epidemiclogi  dan penanggulangan wabah / kejadian
luar biasa skala kota.

Pencegahan don penanggulangan  penyalah gunaan obat,
narkotika, psikotropika, zat aditif dan bahan berbahaya lingkup
kota.

Fombinaan dampak kesehatan lingkungan terhadap kesehatan
masyarakat lingkup kota.
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19

20.
21.

22
23

24,

25

26,

27

28,

28,
30
21.

32

33
34

&
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40,
41,

Pombinaan usaha-usaha peningkatan kesehatan ibu dan anak |
usia lanjul sera poningratan gizi keluarga.

Pemnbinaan dan pulaksanaan akreditasi  institusi pendidikan
kisahatan,

Pambinaan kesehatan tenaga kerfa dilingkup kota,

Pembinaan dan pangamanan kesehatan haji dilingkup kota,
Biimbingan dan pengendalian keglatan pengobatan tradisional.
Bimbingan dan pengendallan upaya / sarana kesehatan kota,
Bimbingan teknis muty dan keamanan industri rmah tangga ,
makanan,

Bimbingan dan pengendaiian sarana, produksi dan distribusi obat
Farla.

Pengermbangan kaner dan pemberian sanksi terhadap tenaga
kesehatan lingkup kata.

Pangembanrgan sistem pemblavaan kesehatan melalul Jaminan
Pomealiharaan Keschatan Masyzrakat dan atau sistem lain.
Pengembangan kerja sama lintes seldoral baik Pemerinytah [
swasta dalam dan luar neoeri

Puncatatan dan pelaporan obat pelayanan kesehatan dasar.
Puengawasan terhadap kualitas air,

Pungawasan { pengendalian  pencemaran air, udara, tanah dan
makanan,

Pengawasan kesehatan tempat tempat umum dan industr
Prenelittan dan pengambangan kesehatan lingkup kota,

Perizinan kerja / praktek temaga kesehatan dan praktok dokler
bersama.

. Perizinan sarana kozehatan dilinglkup kota.
. Perizingn  distribusi palayanan cbat skala Keta (Apotik dan Toka
Ohbat).

Paorizinan dan sertifikasi sarana produksi industd maksnan rumah
langga, industri perorangan dan obat tradisisnal skala kota.
Parizinan, akreditasi dan serifikasl alat kesehatan kota,

Parizinan operasional rumah sakit lingkup Kota (diluar RS Kusta
dan Jiwa).

Mengeluarkan rekemendasi izin institusi pendidikan kesehatan,
Pumberizn izin tugas belajar bagi tenaga kesehatan

Pasal 14

Kewenungan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana
dimaksud pasal 3 burut k Poraturan Daeran ini meliput -

Pondidikan:

a. Pelaksanaan polunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, SD,
SLTP, SMU dan SMK



b

Penstapan dan pelaksataan kurikulum mualan lokal 5D dan
SLTPR.

Polaksanaan kadkulum nasional,

Felakzanaan sthndar kompotensi siswa TK, 3D, S5LTP, SMU
dan SMK atas oasar minimal kompetansi yang ditetapkan
pemerintah

Pemantauan oengendalian dan penilaian nasi belajar TK, SD,
5LTP, SMU dan SMK berdasarkan kebijakan yeng ditetapkan
pamerintah.

Pelakscnaan poturjuk ponilalan hasil belajar TK, SD, SLTP,
SMU dan SMK lerdasarian kebijakan yang ditetapkan olah
Famanintah

Pelaksanaan evaluas! hasil belajar tshap akhir S0, SLTP
SMU dar SMK

Pelaksanaan patinjuk kalendar pendidikan  dan jumiah jam
belajar efektio T, S0 SLTP, SMU dan SMK

Pendistribusian rendayagunaan, dan perawatan sarana
Prasarana termasuk  pembangunan infra struktur TK, 8D,
SLTP, SMlU dan SMk.

Pendistribusian blangko STTE dan danem S0, SLTP. SMU
dan SME,

Fendistribusian buku  pelajaran pokok dan Buku lain yang
diperiukan TK, 50, SLTP, SiMU, dan SMK,

Femantauan dan Pengevaluasian penggunaan sarana dan
prasarana TK, 50, SLTP, SMU, dan SMK.

. Pelaksanaan petunjuk penpgunaan slswa TK, 5D, SLTP,

SMU, dan SME,

Pelaksznaan pembinaan kegiatan slswe TK, 30, SLTP, SMU,
dan SMEK,

Pelaksanzan petunjuk penerimaan siswa TK, 80, SLTP, SMU,
dan SMK,

Felzksanaan kebljnkan mustan kelss TK, 3D, 5LTP, SMU,
dan SME,

Pamantauan dan pangevaluasian kegiatan siswa TH, 8D,
SLTP, BMU, dan SMK.

Pemberian izin pondirian dan penutupan TH, SD. SLTP, SMU,
SMk

Pelzksanaan akreditas TK, 8D, SLTP, SMU dan SMK
Pelaksanaan program keqa sama luar negeri  dibidang
pendidikan  dasar dan menengah sesuai dengan program
yang ditetagkan olah pamerintah,

Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengefolaan pendidikan di
sekolah,

Pangelolaan TK, SO, SLTP, SMU dan SMK termasuk sekolah
didaerah terpencil sekolah terbuka, sekolah rintisan / unggulan,
dan sekolah yang tarkena musibah /boncana alam
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Pemakaian dan perawatan sarana dan prasarana belajar jarak
jauh.

Pelaksanaan pangondolian  pengawosan, dan  evalusi
penyelenggardan belajar jarak lauh atas dasar pengaturan
dari pemerintah

Pelaksanaan jizklak pembiayaan pendidikan dan
mampersiapkan alokasi biaya pendidikan agar mendapat
prieritas.

Pengusulan tenaga kependidikan yang berprestasi dari TK,
S0, SLTP.SMU, dan SMK.

. Mermfasiitasi poran serta masyarakat dibigang pendidikan.
by,

Perancanaan dan pengusulan kebutuhan pengadaan dan
panampatan tanaga kependidikan TK, S0, SLTP, SMU, dan
SME.

Felaisanaan mutasi tenaga kependigikan TK, 8D, SLTPR,
ShL, dan Sh

{. Pandayogunaan  program telnclogl komunikasi  untuk

pangalclaan pendidikan,

. Pengembangan soal ujan [ panilaion hzsil belajar  sesual

Kt ok feoal

FPelaksanaan mutasi tanaga kepandidiran,

Pemamauan Jan mengevaluasian penggunaan sarana dan
prasarana TK, 80, LT, U, dan DM,

Pefaksanaon inwvas: pandidikan.

Pendidikan Luar Sobolah -

a,

b

Panotapan pelaksanazn kunikulure ruatan iokal pendidikan
luar sekalah.

Pelaksaraan kurfkulum Nasional den Muntan Lokal Pendidikan
l.uar sekalzh,

Pengawasan dam  pengandalian  pelaksanzan  kurikulum
muatan lokal nondidikan luar sekolah

Pelaksanaan |uklak periiaian hasll belajar pendidikan luar
sekolah

Pelaksanaan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah,
Pelaksanaan juklzk panyelenggarean program pendidikan luar
sekolah.

Panyelenggaraan program pendidikan luar sakolah,
Pelaksanaan kerjasama luar nogeri dibidang pendidikan luar
sokoaln sesual dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah.
Perencanaan kebutuhan , pengadaan dan penempatan tenaga
kependidikan dan pendidilan luar sekolah

Pengusulan tenaga berprestasi untuk mengikutl pembinaan
dan pengeimbangan kKarier tenaga kependidikan, pendidikan
luar sekolah di Propinsi.
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Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan, pendidikan luar
sekolah ;

Pendayagunaan pregram teknelogi kemunikasi.

Penyedizan ftempat belajar dan fasilitas lalnnya bagi
pandidikan luar sekolah |

Palaksanaan jullak penyelenggaraan Kursus.

Pamberian izin penyelenggaraan luar sekolan.

Peiaksanaan evaluasi penyelenggaraan kursus,

Pelaksaniaan pembinsan lenaga teknis pendidikan luar
sekoluh

Pendayagunaan program teknologi  komunikasi untuk
pengelotann pendidikan luar sekeolah,

Pelaksanaan ujian/penilaisn hasil belzjar pendidikan |uar
sekolah sesuai kurilulum muatan lokal,

Pelaksanaan Inovasi pendidikan luar sekaiah,

Pomuda dan Olah Raga :

a,

Ferancaraan kebuctuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga
iehnis pembina pemuda dan olah raga.

Pelaxsanaan mutasi tenaga lehnis pembinean pemuda dan
clah raga.

Fengusiulan tenagn berprestasi unmuk mengikuti pembinaan di
Propinsl.

Paryediaan 1empal balzjar don  lasilitas  lainnya  bagi
pembinaan pemuda dan olah raga,

Pelaksanaan |uklak pambardayaan pemuda.

Palaksanaan pemberdayaan ofganisas!  dan  kegiatan
kapemudaan.

Palaksanaan pambinaan Paskibrake

Felaksanaan selaksi partukaran pamuda |

Pelaksanazn |ukiak keclahragaan di sekolah dan di |uar
sakolah

Fasilitasi paiaksanaan kegiatan ofah raga disekolah dan diluar
sekolah.

Fasiltas: dan mengambangkan olah raga masyarakat/
tradisicnal.

Kabudayaan

a

oo

Parancanaan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan
tenaga tehnls kebudayaan.

Pelaksanaan mutasi tenaga lehnis kabudayaan di Dasrah.
Palaksanaan kerja sama kebudayaan,

Pengusulan tenaga berprostasi uniuk mengikuti pembinaan
dan pengempangan kaiir tenaga tehnis kebudayszan di
Propinsi.
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Peolaksanaan fasilitasl dan pengelotaan kebudayaan Daerzh.
Pelaksanaan kerjasama kebudayaan

Fasilitesi kegiatan kebudayaan

Pendayagunoan program tehnclogi  komunikasi untulk
pengombangan kebudayaan,

Palaksanaan Inovasi bidang kebudayaan.

Administrasi Publik :

b.

Panatapan perencanaan pendidikan dan kebudayaan
tarmasuk mempaorjuangkan alekasi anggaran),

Pelaksanaan Juklak kendali mutu (suvendsi, palaporan,
evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan pendidiken dan
kabudayaan.

Mengusulkan dana alokas! khusus pengelolaan Dikbud yang
bersumber dar APBMNS APBD,

Falaksanaan petunjuk peran  serta masyarakat alam
pangelolzan Dikbud,

. Organizasi dan tatalaksana

Fencrapan pombentukan, panyempurnaan dan  penutupan
organisasl pengelala Dikbud

b. Pemberian pelayanan bantusn  hukum  dan  peraturan
perundang-undangan dibidang Dikbud,

¢. Penetapan ketatausahaan dan kelatalaksanaan Dikbud,

d. Pendaya gunaan infermasi untuk perencanaan program Dikbud,

. Kopegawsalan

8. Penetapan pomberan ponghargaan ! tanda jasa  dan
kezejahteraan tenaga kependidikan dan kebudayaan dan
mengusulkan pemberian dan penghargaan / tanda jasa.

b. Pengusulan pemberhertian den pemensiunan tenaga

kependidikan.

. Pengendalian dan pengawasan °

a.

b

Pelaksanacn pengawasan dan pengendalian pengelolaan
pendidikan den kebudayaan.

Pendayagunaan informasi untuk perencanaan program Dikbud.
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian  terhadap
pelaksanaan tugas pomerintah Dasrah,

Pelaxsanaan pangawasan dan pengendalian pengelolaan
pendidikan dan kebudyaan luar sekolah.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
paimbinaan keglalan.
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Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebarhasilan pembinaan Clehraga di TK, S0, SLTP, SMU dan
SME dan diluar sekolah.

Pelaksanaan pemasalan dan pembinaan prestast olah raga;
Pelaksanaan pengawasan dan pangendalian pengelclaan
kepegawalan

Pelaksanaan pengawasan dan pangendalian keuangan Dikbud
yang bersumbar dari APBD.

Pelaksanaan pengawasan dan  pengendalian  pengelolaan
periangkapan Dikbud yang bersumber dari APED.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendaiian pelaksanaan
penutupan ofganisas.

Pelaksansan pengawasan dan gpengendalian pengelelaan
pembinaan dan pengambangan kebudayaar.

Pasal 156

Kewenangan Bidanp Sosial sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf
g Peraturan Daeran i Meliput;

Palayanan Panyandang Masalah Soslal |
Palayaman dan rehabilitasi sosial pendarita cacat,

Palayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal dan korban
narkotika.

Pelayaran dan rehabilitasi sosial funa susila.
Pelayanan dan rohakilitasi sosial gefandangan dan pengemis.

Peningkatan Partisipasi Sosial Masyarakat

a

& an o

Peryuluhan dan bimkingan sesial,

Fembinaar orgrnisasi susial

Pombinaan taraga kesajahteraan sosial
Pambinaan sumbangan sosial masyarakat.
Puanghkajian, uji coba dan cvaluasi asuransh sosial.

Penanggulangan Bancana :

[t

b.

Pomberian bariuan sosisl lerhadap korban bencana alam dan
orang terlants

Pangumpulzn dana bantuan baik dar pemerintah maupun dari
swasta,

Fenyaluran bantuan kepada korban yang ditimpa musibah.

Paningkatan Peranan Warnita |

b.

Pembinaan kepamimpinan wanita bldeny kesejahteraan sosial.
Pengembangan kesejahteraan sesial wanita,
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Pembinaan Anak dan Remaia :

a. Pengembangan tempat penitican anak

b. Pembinaan Kelompok Bermain,

Perbaikzr Derumahan dan Pamokiman

a. Pemugaran porumahan dan lngkungan desa teroadl.
b. Rehabilitasi sosial daerah kumuh,

Pambinaan Prmueda

Pangkajlan, Peneliion Terapan terhadap penyancang masalah
kesejah taraan sosial

Fembanuunan Kesajahteraan Sosial @

Pembingan kesoahtoraan sosial fakir miskin,

Pembinazn kesviahteraan sosial lanjul usia,

Pembinaan kesejehtaraan sosial anak teriantar.

Pelayanan dan iehabilitesi susial anak cacal.

Pealayanan dan ruhabiiibas: tuna sosial,

Pembinaan crganisasi sosial,

Pembinaan Karang Taruna dan remaja masjid.

Pembinaan nllal-nilal keperintizan dan kepahlawanan,
Pombinzan kessojahteraan sosial bagl anak balita tarutama bagi
yang ibunya bokerja.

Pembinaan keluarga-keluarga penyandang masalah soslal.

k. Penyuluhan dan pengawazan 1erhadap pelaksanaan Hak Azasi
Manusia,

~Fe e anoe

Usaha Kesejahteraan Sosial |

a. Pemyuiunan sowimt Lisaha Kesajiahtoraan Ciasar.

b. Bimbingan Seosial Cusar (BS0).

c. Latihan Petugas Sosial Masyarakat (PSM).

d. Usaha ketrampilan ekonomi produktif,

e Pelatiban ketrampilan wanite di bidang kesejahtaraan sosial.
f. Pelatihan kepemimpinan kepengurusan croanisasl sosial,
g Petemuan Forum Kamunikasi Crganizasi Sosial.

h. Pembirasn Kalsmpok Ussha Bersame (KUBE),

i. Pambinaas komunkas FEM.

j. Pambinaan LSKLEM

k. Pambinaan Pant Sosial Asuhan Anak (PSAR)

|. Pambinaan korbon narkoba,

m. Pembvrasn dan pelayanan kepeda kenakalan anak remaja,
anak terlantar, dan anak putus sekolah,
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12.

13.

35

Pembinaan usaha kesejahteraan anak yatim, yatim piatu, lanjut
usia/jempo, dan anak putus sekolah.

Melaksanakan pemaliharaan dan perbaikan terhadap makam
pahlawan dan Taman Makam Pahlawan.

Meningkatkan wusaha kesejahteraan sosial dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan usaha-usaha yang bergerak
di bidang kesajahteraan scsial.

Pembinaan wanita rawan sosial ekonomi.

Pembinaan anak, wanita dan lanjut usia yang terancam menjad|
korban tindak kekerasan.

Pembinaan dan pangawasan terhadap panti-panti pijat.
Pembinaan terhadap hak azasi manusia.

Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial :

a.

Fenyelenggaraan usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan
soslal terhadap penderita cacat.

Pembarian bantuan penyaluran tenaga kerja cacat.
Peonyelanggaraan rehabilitas bagi eks nara pidana.

. Pembarian bimbingan dan pengawasan anak tuna susila dan

anak nakal.

. Pemberian bimbingan dan pengawasan usaha-usaha sosial

kearah pemberantasan kemaksiatan,

Penyelenggaraan usaha-usaha penyantunan dan perlindungan
ansk terlantar, anzk yatim piatu, lanjut usia, dan lain-lain,
melalul panti asuhan anak, asuhan keluarga, adopsi, dan atau
parwalian lainnya.

. Pambaerian bimbingan dan pengawasan anak yatim piatu dan

anak terlantar yang dititipkan pada keluarga dan atau panti-
pantl asuhan.

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial :

a.

Pandataan desa Pambangunan Perumahan dan Lingkungan
Desa secara Terpadu (F2LKT).

b. Pembangunan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).
¢. Pemberian bantuan kelompok usaha bersama keluarga miskin,

Perencanaan dan Pengendalian :

1). Ponyusunan dan pelaksanakan persncanaan proyek sosial

yang diparlukan,

2). Pengajuan rencana proyek vyang telah dlsusun serta

melaksanakan parencanaan kembali atau rencana yang sudah
ada bila diperlukan.

3}. Penyusunan perencanaan pembangunan proyek-proyek dan

meangamati pelaksanaannya.

4}. Penyediaan dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan,
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Pasal 16

Kewenangan Bidang Fenatsan Rusng sebagaimana dimaksud
pasal 2 hwruf m Peroturan Daerab ini maliputi-

1.

Polaksanaan Rencana Tata Ruang :

a, Penataan kawasan budidaya dan non budi daya.

Panataan kawasan yang dialih fungsikan.

Evaluasi rencana @ta ruang.

Perubahan tata guna lahan.

Penyusunan rencana tata ruang kawasan yang berbatasan.

L L

Pangaluran Kawasan Tertantu :
a. Pengaturan ruang di kawasan otornta,

b. Pengaturan ruang di dalam kawasan pabrik, pealabuhan,
bandara, stasiun kereta api,

c. Pengaturan kewasan alur sungal.

d. Pangaturan ruang pada kawasan khusus, seperti kawasan
milter.

Parizinan :

2. Penerbitan izin pengembangan Kawasan.

Peanerbitan win perubahan peruntukan.

Penerbitan zin penggunaan lahan.

Penerbitan lzin penggunaan bangunarn.

Penerbitan lzin mendirikan dan membongkar bangunan.

000

Pasal 17

Kawanangan Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pasal 3
huruf i Peraturan Daarah inl meliputi;

1.

ol

Penyiapan bahan-bahan untuk pertimbangan izin lokasi, dan
momproses sera menyampalkan bahan parmohonan sekaligus
minute [zin fokasi kepada Kepala Daerah.

Fenyiapan bahan-bahan untuk keperluan permochonan izin
perubahan peruntukan tanah yang dimohon serta memprases
dan menyiapkan minute 3K dan menyampalkan berkas SK
kepada Kepala Daerah,

Pemberian lzin parubahan panggunaan tanah kepada pemohon
yang merubah peruntukannya,

Penyusunan rencana persediaan peruntukan pengguna tanah.
Pembuatan peta data pokok pembangunan,

Pelaksanaan pengukuran batas wilayeh kecamalan dan
kelurahan.
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18.

18.

20.

21
22

22,
24,
25
28.

27,

28,

Memberikan kepulusan pemberian hak atas tanah pertanian
maupun non partanian,

Pomberian keputusan pemberian HGE atas tanah dan HGU.
Pemberian keputusan pemberan HGB di atas hak pengelolaan.
Pamberlan kepulusan pamberian Hak Pakai atas tanah
pertanian,

Famberian  keputusan pemberian Hak Pakai atas hak
pengelolaan,

Pembaerian keputusan peningkatan hak atas tanah.

Pemberikan keputusan penurunan hak atas tanah.

Pelaksanaan ballk nama hak atas tanah terhadap hak-hak yvang
sudah terdaftar,

Pambarian hak tanggungan atas tanah.
Faelaksanaan izin peralihan hak atas fanah-tanah partanian,

Pelalmanaan konsolidasi tanah terhadap tamah pearumahan
maupun tanah partanian.

Pamariksaan dan pengesahan kontrak tanah Warga Negara
Indonesia,

Pemberian izin pembukaan tansh ocleh Warga Negara
indonesia.

Pembaran zin menempati tanah mentan oleh Bangsa Asing di
Daarah.

Penegasan dan pamberian hak objek LR di Daerah.

Penegasan dan penelapan lekasi Land Censulidaze (LC) di
dacrah.

Penyediaan data pokoek pertanahan di Daerah.

Pengukuran dan pametaan di Daerah,

Penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Penyelanggaraan  pelayanan pertanahan dengan biaya
sasual Ketentuan pemerintah,

Penyelenggaraan pelayanan pengukuran dan pendaftaran
tanah,

Penyelenggaraan inventarisasi tanah,

Paszal 18

Kewenangan Bidang Pemukiman sebagaimana dimaksud pasal 3
huruf o Peraturan Dasrah Ini meliputi;

1.

Perencanaan ;

a. Perencanaan pengembangan permukiman.

b. Perencanaan perbaikan lingkungan permukiman.
c. Penataan parmukiman berpenghasiien rengah,
d,

Penyiapan keveling siap bangun (kasiba) dan lingkungan
siap bangun (lisiba),



2, Perumahan dan Permukiman
a.

e ~oang

Pelaksanaanpenantuan panggunaan dan menerbitkan izin
paruntukan bangunan, misainya untuk toke, gudang, tempat
usaha. umah tinggal.

Pamberian izin usaha pemondokan (rumah kost),

Fenerbitan buku kepemilikan rumah.

Penertiban dan pemasangan nama-nama jalan.

Penertiban den pemasangan nama-nama lorong.

Penetiban dan pemasangan nemaor-nomor ramah.
Penertiban dan penggunaan tanah, gedung danm rumah-

rumah dinas dalam pengawasan / panguasaan Pamarintah
Daerah.

Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat
di lokasi permukiman kumuh.

Palaksaraan rencana induk pengawasan pambangunan
perumahen dan permukiman daerah (Ri4D).

Pasal 18

Kewenangan Bidang Poekerjaan Umum sebagaimana dimaksud
pasal 3 huruf p Peraturan Daerah ini meliputi:

1 Bidang Bina Margu
a. Perencanazn

1.
2.

3

4,

Perancanaan pembangunan jalan dan jembatan,
Ferencansan  pembangunan  pedung,  lingkungan
permukiman dan sarana air barsih.

Ferencanaan pembangunan saluran drainase, air limbah,
parsampahan,

Parencanaon pembangunan  lampu panerangan
jalanfutiiitas jalan.

Palaksanaan .

1.

2

3.
4,

Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan |alan dan
iembatan.

Pambangunan geadung, lingkungen permuliman dan
5arana air bersih,

Pambangunen saluran drainase dan air limbah.
Pembangunan lampu penerangan jalan/utilitas.

Pemaliharaan -
1. Pelaksanaan pemcliharaan bangunan dan peningkatan

ialan dan [smbatan.

2. Pelaksanaan pemaliharazn bangunan gedung, lingkungan

permukiman dan sarana air bersin.



3. Palaksanaan pemeliharaan bangunan saluran, sungai, got,
rigl, air limbah dan persampahan.

4. Polaksanaan pomeliharaan bangunan lampu penerangan
jalaniutilitas

Pengowaszan, Inventarisasi dan Pelaporan .

1. Polaksanaan pangawasan jalan dan jambatan, bangunan
gadung, saluran dan penerangan lampu jalan.

2. Pelaksanaan inventarisasi jalan dan jembatan, saluran dan
penarangan lampd jalan

3. Polaporan kemajuan pelsksanaan pembangunan, balk
kemajuan fisik maupun keuangan.

Perizinan :

1, Pemberian perizinan penggalian.

2. Pembarian perizinan pembongkaran utilitas jolan (lampu
penerangan jalan, trotoar, kanstn, drainase, jalan, dan
sabagainyo)}

Pemberian perizinan pemasangan tiang listrik dan telepon.
Pemberian perzinan penimbunan rawa,

Pemberian perizinan galian tanah untuk imbunan.

. Pambertan  perizinen  pemakaian/  penggunan air
permiukaan,

Pemberian perizinan pengerukan sungal,

Rekomendasi parhitungan konstruksi bangunan gedung
bartingkal.

;s W

o

2. Bidang Ciptz Karya

a.

Penyusunan rencana umum tata ruang keta, rencana detail
tata ruang kawasan dalam kota yang bersangkutan, kecuall
kawasan yang mampunyai kepentingan nasional.

Penyusunan rencana tekhnik ruang kota dan panylapan
pengendalian mamfaat ruang kawasan dalam kota yang
bersangkutan, kecuall kawasan kota yang mempunyai
kepentingan nasienal,

pengaturan dam pembinaan pembangunan perumahan
beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
pembangunen, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan
fasilitas lingkungan perumahan,

pengaturan  dan  kawasan terhadap pembanginan,
pemeliharaan dan pemamfaatan bangunan gadung.
Pembanguran, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan
pelayanan umum, lapangan-lapangan, laman-taman dan
perkuburan wmurm.

Pengaturan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan
dan penanggulangan bahaya kebakaran.
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. Pembangunan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan

arana penyedivan all bersih,

Pembangunan, pemalitaraan, dan pengelslaan pambuangan
sampah, @i limbah dan prasarana  drainase daerah
pemukiman.

Pembangunan, pemalihsraan dan pengelolaan prasarana dan
sarana pembuangan air limbah dasrah pemukiman,
Pembangunan, pameliharaan dan penpelolaan prasarana dan
sarana polayanan kebersiban.

Felaksanaan pembangunan prasarana dasar bidang air
bersih penyshatan lingkungan pemukiman dan perumahan
pemukiman. Dilimpahkan pada Pemerintah Daerah melalul
bantuan Prasarana dasar permukiman deerah perkotaan,

. Pamblnaan otas pembangunan dan pengelolaan prasarana

den fasilitas lingkungan perumahan.

. Peimbinaan ates rengatiran pembangunan, pemeliharaan,

dan pemamfastan bangunan gadung.

Pembinzan atas  parencanaan atas  pembangunan,
pemellharaan, dan pengolaan =zir bersih dengan sistem
perpivaan dan sumur arlesis,

Pembingan  atos pembangunan, pemeliharaan, dan
pemalinaraan prasarana dan sarana pembuangan sampah,
alr limbah dan drainase pemukiman di daerah kabupaten
keta.

Pazal 20

Kewenangan Bidang Ferhubungan sebagaimana dimaksud pasal
3 huruf g Peraturan Daarah ini meliput;

1. Lalu Lintas dan Anghutan Jalan -

a.

b.

=gl = ]

Penyusunan dan penctapan  jardngan transportasi jalan
Kawasan Perkotaan,

Pengawasan dan pengendalian perwujudan JTJ Hawasan
Perkotaan:

Penetasan Kelas Jalan Kawasan Perkotzan.

Perancanaan  dan penctapan [ekasl serta pengelolaan
termina! tipe C dan terminal angkutan barang.

Peluksanaan pemasangen penempatan dag pemeliharaan
periengkapan jalan di jalan Kota termasuk jglan Propinsi dan
Jalan Masional yang berada di wilayah |bukota Propinsi
kacuali perlangkapan jalan berupa alat pengawasan dan
pengamanan jalan.

Pelaksanzan penyelenggaraan  perparkiran lendaraan
bermuolar

. Penclapan kebutuban fasifitas pengujian kendaraan bermotor;

Pelaksanaan uji berkala kendaraan barmatar.
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Pelaksanaan akreditasi pengujian kendaraan bermotor cleh
swista,Pengesanan hasil uji berkala kendaraan bermotor
yang dilakukan olen swasta.

Pemberlan Izin penggunaan Jalan selain untug Kepantingan
lalu lintas di jalan kawasan parkstaan,

Polaksamaan  Sistem  Informasi  Kecelakaan Lalu Lintas
kawasan perkotaan.

Pemberdan izin dispensasi angkutan alat berat dijalan
parkotaan;

. Penetapan Batas wilayah pelayanan anghutan untuk kawasan

parkotaan.

Mealakukan penyusunan  perencanaan dan  pembanguna
transportas| kota.

Fenetapan wilayeh peleyanan angkutan kota.

Penetapan arsh tranportasi perkotaan,

Panetapan tarf dan pemberian subsidi angkutan perkotaan,
Penetapan penyusinan mamajemen dan rekayasa lalu lintas
di perkotaanstandar tehnis, penentuan lokasl, panempatan
pemasangan dan fasilitas pendukung.

Fenetapan janngan trayek perkotaan.

Panatapan tanf anghutan kelas ekenemi pada jaringan trayek
angkutan kala,

. Penetapan tarif perpakiran.

Mendapat konstrisusi dan denda tilang.

. Mendapat konstribusi dari uang administrast SIM.

Penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bammotor,
Pengeloloan don pemberian izin pengoperasian penderakan
kendaraan di jalan.

Rekomendasi terhadap pembangunan yang berdampak bagi
lalu lintas.

Rekomendasi panetapan SPBU dijalan dalam kota.
Pelaksanaan akreditas dan sertifikasi perbangkelan
kendaraan bermotor oleh swasta,

Pembarian rekomendasl dalam penerbitan BPKB [/ STNK
bagi kendaraan barmater ( umum dan fdak umum).

Penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesual
dengan ketentuan yang beraku,

Rekomendasi pemberian !zin Usaha Pencuclan Kendaraan
Bermotor,

Penetapan @zin pendirian sekolah mangamudi,
Penatapan izin pembangunan dan pengoperasian fasilitas
perpakiran,

Penctapan wilayah pelayanan angkutan dalam trayek untuk
daerah kota,

Pemiberian izin rayek kota,
Pembenan izin usana angkutan dalam frayek kota.
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ki, Pemberian izin usaha angkitan tidak dalam trayek kota.

Femberian Zm operas angkuian tidak dalam trayek .

KERETA AP

p e

=@

Fenctapan fencazna umum janngan  jalur  kereta  apd
porkotaan penyusunan  kebutuban sarana dan  prasarana
porkotaan;

Fembaran zin pembengunan atau ponnoperaslan prasarana
sian smena kerets apl perkatasn, menatapla batas Kecapatan
don frewwenst perjalanan kerata apl, menetapkan jaringan
patavanan dan tarf kalas akonomi kereta api parkotaan
Pemhagizn hasil PPn panjualan tiket / karcis kerat api kota.
Persbangunan jalan rel kerata api.

Ponyalonggaraan kerla sama dangan badan pengembangan
kawasan-kawssan bisnis milik Pemerintah,

Penstapan jaringan kerata ap,

Penetapan tarif pelayanan kelas ekonomi kereta api.

tzin usaha bongkar muat

. Angkutan Sungal Danau dan Penysbrangan (ASDF)

a.

L]

mERE e e

BN

Penetagan  jarngen  linlas  sungal  diperkotaan, dan
memberikar  °in pengpunsan  Jarngan  lintas  sungai
parkotaan;

penyusunan fencana kebutuhan dan lokasi prasarana
anghkutan sungai diparketaan;

Pafaksanasn pembangunan dan  pemellharaan  sungal
diperkotaan;

Penetapan knerda pelzyznan anghutan sungai di perketaan;
Pelayanan tambat kapal.

Pembagian hasll parkir di sekitar pelabuhan.

Panarbitan sural landa Kecakapan.

Pemvalenggaraan pelabuhan sungai.

Penysenggareen pelabiihan danau.

Pengadaan, pemasangan dan pemelinaraan rambu SDP.
Pembangunan dermaga sungai dan danau,

Panpawassan pongoperasian  penyelenggaraan  angkutan
sungai dan danau,

Pengawasan pengoperasian engkulan panyesberangan.
Panyslenggaraan eperasi kapal kerja sungai dan danau.
Panetapan tarit jaza pelabuhan sungai dan danau.
Pamuariksaan kelenghapan dan kelaikan kapal SDP.
Panetapan tarif jese pelabuban ponyeberangan.
Pamyusunan Master Plan pelabunan sungal dan danau.
Penetapan Inkasi palabuhan sungal dan danau,
Penetapan lokasi palabuhan penyebsrangan,
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Pelaksanaan dan pengawasan sistem  prosedur (SISPRO)
pelayanan jasa pelabunan dengan peleyanan local kota.

Ponetapan besaran tarlf angkutan laut panumpang kelas ekenomi
! non ekonemi dalam kota.

Pengusulan trayek angkutan laut printis.

Penyelanggaraan jase pelebuhan bagi pelabuhan dalam kota.
Perancanaan pembangunan dan pemelinaraan pelabuhan dalam
kota

Pelaksanaan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan dalam
kota.

Pengawasan pelaksanaan Jasa pelabuhan local dan tarif
angkutan laut penumpang lintas kabupaten dalam Popinsi,
Pengusulan basaran tarif jasa pelabuhan lokal.

Fenatapan Daerah Lingkungan Kera (DLKR) f Daerah lingkungan
Kepantingan (DLKP) bagl pelabuhan lokal.

Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan lokal,

Polaksanaan pengukuran seria pendaftaran kapal berukuran isi
kotor lebih kecil dan GT 7,

Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan kapal berukuran isi kotor
lebih kecll dani GT7.

Pelaksanaan pambangunan sarana Bantu Navigasi Pelayaran,

Polaksanaan penanggulangan pencemaran dan bantuan per-
tolongan musibah laut.

Pamberian Surat lzin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPF) dan
Surat zin Operasi Perusahaan Mon Pelayaran dan Surat lzin
Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dalam Kota.

Pemberian izin sandar dan tambat kapal.
Pemberin lzin lego jangkar

Surat Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut
1). Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMEKL).
2). Perusahaan Bongkar Muat (PEM).

3). Jasa Pengurusan Transportasl (JPT).

4). Depo Peti Kemas (Kontainer) Dalam Kota.

Pomberian izin kerja keruk lebin kecil dari 50.000 M® dan reklame
lebih kecll dar 2 Ha pada pelabuhan dalam kota,

. Perhiubungan Udara:

b
e
d
a

Pembagian hasil parkir pesawat udara di bandara.
Pembagian hasil airport tax,

Pembagian hasil parkir kendaraan di sekitar bandara.
Pembagian hasil sswa gedung di sekitar bandara.
PPn tiket / karcis.



u. Penetapan mutu pelayanan  kapal-kapal SCF  yang akan
dioperasikan pada lintas dalam Propinsi.
v. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan saran angkutan SDP.

Pengawasan bahan atau barang berbahaya dengan angkutan
SDP pada lintas dalam Propinsi.

x. Penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan
presarana angkutan sungal diperkotaan.

y. Pelaksanaan pembangunan dan pemaliharaan alur su ai,

Penstapan jaringan trayek sungai dan pemoerian izin

pambangunan jaringan lalu lintas sungai diperketaan,

sa. Penetapan lalu lintas penyeberangan yang tidak pada jaringan

Masienal.

Penstapan lokasi dan jenis rambu di sungal danau.

. Pengoperasian  pelabuhan SDOP yang tidak diusahakan yang
malayani lintas dalam kota.

dd Perencanaan pelabuhan SOP yang tidak diusahakan yang
malayanl lintas dalem kota.

ee. Pembangunan palabuhan SOP  yang tdak diusahakan yang
melayani lintas dalam keta.

ff. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang
malayani lintas dalam kota.

g@ Penerbitan sertifikasi kapal-kapal sungal dan danau { PP No.7
Tahun 20007,

hh. Penetapan pengawasan kapal sungal dan danau (PP MNe.7
Tahun 2000),

i. Pengawasan dampak linkungan yang diakibatkan olah
pangoperasian sarana SDP.

i Pengawasan dampak lingkungan  yang diakibatkan  cleh
pambangunan prasarana SDP.

kk. [zin bongkar / muat barang dari kapal kegudang.
. lzin pengeluaran rekomendasi MEL.

mm. lzin borlayar,

nn. lzin penggunaan dalaran air pada alur SDP.

oo, lzin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan
danau.

pp. Pembarian [zin usaha angkutan SDP.

BE

4. Perhubungan Laut ;

a. Pemberian rekomendasl dalam penerbitan lzin Usaha dan
Kegiatan Salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA)
dan pengawasan kegiatanya dalam kota.

Pemantapan DUKS di polabuhan dalam kota.
Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal.
Pelaksanaan rekomendasi tatanan pelabuban dalam kota.

Pelaksanaan rancang bangunan fasilitas  pelabuhan bagi
pelabuhan dengan pelayanan local kota.

@00 o



Pelakzanaan penerbitan IMB bagt bangunan dalam kawaszan
keselamatan penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi
darl panyelanggaraan Bandar Udara.

Panerbitan rekomendasi pambangunan didalam Bandar Udara

Pamberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar
Bandar Lidara.

Pembertan |zin lokasl Bandar Uidara.

8, Telakomunikasi:

a.
=3
c.

» Q

'._._'.:l'n

Pembagian hasil penggunaan pulsa telepon,

Pembaglan hasil penggunaan pulsa tolepon cellular.

Polaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filatell serta
panyusunan laparan

Pengusulan perencanazn parumusan standar postel,

FPoloksanaan pongujian terhadap alat / perangkat pos dan
telokomunikasi oleh  laboratorium penguiian yang
berpotensidalam Industrl perangkat pos dan telekomunikasl dan

srap atau memiliki pelabuhan ekspor impor perangkat pos dan
tolekomunikazi,

Polaksanaan pemantavan dan  penetiban pelanggaran atas
latentuan sortifilkasi don pemantauan alat | perangkat postel | .

Paryelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal.
Fenyelenggaraan telekomunikasi khusus,
Penerbitan izin penyelenggaraan operator belekomunikasi.

Pembarian izin penggunaan spektrum frekwensi radio dan orbit
solellt untuk televis| dan radio lokal, dengan tetap mengacu lokasi
spektrum frolwensi nasional.

Ponerbltan izin jaso titipan lokal , cabang agen intra kota
Penarbitan zin penyelenggaraan instalasl kabal rumah (IKRG).

Pasal 21

Kewonangan Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pasal 3
huruf r Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pengawasan dan Pengendalian :

g oo pg

Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan.
Pancegahan dan pananggulangan pencamaran air, udara, tanah.
Poncegahan penanggulangan kerusakan linghungan.

Pangawasan dan pangendalian perizinan pembuangan limbah.
Pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
baracun (B3).
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Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi perizinan pembuangan
limbah.

Pomeriksaan laporan, Informasl dan data yang mempunyal atau
akan berdampak kerusakan lingkungan secara insidentll maupun
rutin.

Polakzanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Pelaksanaan tugas yang diberiken oleh Kelua Bapedalda Kota
Palambang.

Pangawasan dan pengendallan secara rutin maupun insidentil
secara bulanan, triwulan, enam bulanan, maupun kahunan,
terhadap kegiatan. usaha yang berdampak lingkungan maupun
mengakibatkan berdampak lingkungan.

. Pencegahan Dampak Lingkungan :
B.
b.

G.

Peningkatan sumberdaya manusia,
Palaksanaan pengendalian taknis fimdal dan UKL-UPL,

Polaksanaan pergkajian, pembinaan terhadap pemrakarsa
usgha'kegiatan yang akan membuat dekumen Amdal, UKL-UPL,
serta IPAL.

Pelayanan dan pembinaan setiap usaha/kegiatan yang akan
membuat desain IPAL dan pelaksanaannya,

Pemberian rekomendas! setiap pemrakarsa usaha/keglatan yang
akan mambust/memperpanjang lzin Tempat Usaha yang
mempunyai dampak penting terhadap lingkungan yang meliputi -

+ Bidang Pertambangan dan Energi;

Bidang Industri , Perdagangan dan pergudangan;

Bidang FPariwisata dan Kesenian;

Bidang Perhubungan,

Bidang Pertahanan dan Keamanan;

Bidang Pengembangan Muklir;

Bidang Pertanlan,

Bidang Kehutanan den Perkebunar;

Bidang Pekerjaan Umum;

¢ Bidang Pengendalian B-3.

Fambarian rekemendasi tantang layak atau idak dokumen Amdal
dan UKL-UPL serta IPAL,

Polaksanaan pembinaan teknis terhadap setiap usaha/keglatan
yang wajib Amdal dan UKL-UPL, apakah sudah atau belum
mulaksanakan pensrapan RKL-RPL dan UKL-UPL.

Fembarian peringatan terhadap setiap usaha/kegiatan yang wajib
Amdal dan UKL-UPL yang belum melaksanakan apa yang
tercantum dalam dokumen tersebut,

Polaksanaan analisa dan monitering evaluasi pelaksanaan Amdal
dan UKL-UPL.

Pelaksanaan Monitering dan pengambilan sampel limbah cair dan
padat yang dihasilkon oleh setiap usaha/kegiatan,

* * ¥ - rr



Pongumpulan dan mengalah data tentang kelompok miskin di
wilayah perkotaan dan mencar penyebab seila solusinya.
Ponyusunan pedeman dan petunjuk  tekhnis  pembinaan,
penyelanggaraan . pemerintahan  dan penataan  sarta
pengembangan wileyah dan peningkatan sumber pendapatan
daerah,

2. Ketahanan Masyarakat

= Fe e ap

Pengumpulan dan pengelahan data tentang Ungkat perkembangan
LEME (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kete), atau nama lain
yang digunakan sebagai pengganti LMD,

Penerbitkan brosw, leaflet, poster, booklet, sticker, dil., yang
menunjang pembangunan wilayah Daerah.

Fenyelanggaraan Bulan Bakt LKME.

Penyelenggaraar pelatthan bagi KPD, LKWIX dan Lurah.
Penyelenggaraan pusat pelatihan bagl ibu-fbu PKX.

Pengusahaan tampat penampungan hasi! kerallinan ibu-ibu PKK.
Pemberian bimbingan dan memberl bantuan kepada gerakan PR,
Penyelenggaraan panyuluhan teniang peranan wanita.

Pengumpulan dan pengolahan data tentang peranan wanita dan
ponerasi muda,

3 Usaha Ekonomi Rakyat

b.

Pengumputan dan pengolahan data temtang bantuan/subsidi
pombangunan dan dana tabungan masyarakat.

Panyelenpgaraan penyuiuhan mengenal pemberdayaan ekonomi
rakyat.

Palaksanzan pelatihan teknis dan manzjeman usaha ekonomis
produktif.

Pelaksanaan  inventarisasi  dan  pengolshan dota  tentang
ketsnagaketfaan. usaha pomasaran, dan useha-usaha saktor
informal,

4. Pemanfaatan Sumberdaya Alam :

a.

b.

Pangumpulan dan pengolahan data tentang pemanfaatan sumber
daya alam termasuk potansi wisata yang ada di Daerah.

Panyelenggaraan penyuluhan tentang pemanfastan sumber daya
alam tanpa morusak kelestadan lingkungan.

5. Pendayagunaan Teknologi Terapan ;

a
b.

Penyelenggarean pelatihan penerapan telnologi terapan.
Fembentukan Pusat Teknologi Tepatguna, Pos Peslayanan
Teknologi Termpan, atau nama lain yang dapat membantu
pamberdayaan SOM.

Pelaksanaan Inventarisasl masalah dan kebutuhan teknologi
lerapan.



Palaksanaan identifikasi dan penilalan serta penentuan skala
prioritas teknologi lupatguna untuk masyarakat paikotaan,

Punpadaan buku-buku dan brosur tentangleknologi tepatguna,
prototipe peralatan tekrologi tepatguna, dan bahan-bahan sumber
informasi leinnya untuk disebarkan kepada masyarakat.
Penyelenggaraan pameran pembangunan pada harl-hari besar
rasional dalam rangka penyebaran informasi teknologi tepatguna.
Pelaksanaan studi banding ke luar daerah dan luar negeri untuk
mumperiuas  wawssgn mengenal  pambangunan  masyarakat
porkotaan,

6 Pendidikan dan pelatinan’

a.

b.

Perumusan kebijaksunaan analisis kebutuhan Diklat struktural dan
teknis fungsional lingkup Kota.

Polaksanaan Dikiat struktural dan teknis fungsional tertentu:

+ ADUM DAMN ADLIMLA,

+ KNP

+ KBO,

+ ADM.ED.

+ MP. KADES.

Panyslanggaraan pendidikan can palathan penjenjangan dan
taknis fungsional tertentu yang mencakup wilayah Propinsi.
Penyvelesaman parselisinan antar Kota,

Fasilitas penyeienggaraan pendidikan dan pengembangan sistem
politik,

Alokasi dan pemindahan pegawai / tenaga potensial antar kota
dan dari kot ke Propinsi dan sobaliknya.

{. Bidang Kesatuan Bangsa

=}
c
d

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan.

Parumusan kebijakan dan pelaksanaan kesatuan bangsa.
Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokretisasi
Perumusan kebilakan dan palaksanaan

Pazal 23

Kewenangan Bidang Pengembangan Otonomi Daerah sebagalmana
dimaksud pasal 3 huruf t Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penguatan kemendinan Dinas-dinas Daarah.
2. Alih fungsi Kandep menjadi Dinas Daerah Kola dengan realckasi 3P
{personil, peralatan, dan pembiayaan).

3. Pemeksran Dinas-dines yang mamiliki beban tugas beral, sehingga
dapat lebih berelayaguna dan berhasilguna.
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4. Penggzbungan dar mtau penghapusan Dinas-dinas yang beban
tugasnya kecil.

&. Pengembangan kampatisi yang sehat di antara Dinas-dinas dalam hal
menggali sumber-sumber PAD

Pasal 24

Kewanangan Bidang Perimbangan Keuangan sebagzimana dimaksud
pasal 3 hurdf u Peraturan Caerah inl meliputi:

1. Penerlmaan Asli Daerah
8. Hewenangan Pajak yang Telah Dipungut -

h b 3 b =

M@

Pajak Hotel den Restoran,
Fajak Reklame.

Pajak Hiburan.

Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Pengamblian dan Pengolahan Bahan Galian Golongan
C

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,
Membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBE).

b. Kewenangan retribusi yang telah di pungut;

1

14,
14.
13.
14,
185,
18.

SOENOEWN

Retribusi penggantian hiaya cetak KTP dan Akta Catatan
Sipil,

Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.

Retribusl izln peruntukan panggunaan tanah

Retribuai palnyanan persampaban / kebersihan,
Ratribusi palayanan pemakaman dan pergabuan mayat.
Retrlbusi perwiksaarn alal pemadam kebakaran.
Feoibusi pemuokaizn kekaysan Daerah.

Retribusi panggantan biaya cetak peta.

Retribusi terminal.

Retribusi rumah potong hewan,

Retribusi izin kayas.

Retriousi izin gangguan,

Ratribusi izin mendirikan bangunan

Retribusi tempat parkir kendaraan

Retribusi polayanan kesehatan.

Ratribusi pasar tradisional

¢. Kewenangan retribusi yang belum dipungut :

1
2

Retribusi pengujian kendaraaan bormotor,
Rekibusi pengujian kapal parikanan.
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3 Ratribusi tempat panitipan anak,

4 Retribusi tempat penginapan { pasanggrahan ! villa,
5 Retribusi termpoat pendaratan kapal.

6. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga

T Retribusi panyeberangan diatas air.

8 Retribusl pangatahan Imbah cair, padat dan gas.
a Retribusi penjualan produksi wsaha Dasran.

10. Retribusi pengusahaan satang burlng walet.

11.  Retribusi izin tarmpat penjualan minuman beralkshol.
12, Retrlbusi pemanfaatan hasil hutan.

13. Retribusi pedagang kaki lima.

14,  Retribusi izin usaha perdagangan.

15, Retriousi zin lokasi.

18. Retribusi penutupan dan penggunaan frotoar, berm dan
saluran,

17 Retribusi panggalian Camija.

18. Retribusl Tande Daftar Parusahaan (TOP)

19,  Retribusl tanda daftar industri.

20.  Retribusi pargudangan.

21 Retribusi hasll partanian

22, Retribusi parkir pesawat udara.

21 Retribusi pas palabuhan.

24. Retribusi Parkic kapal motar,

25  Ratribusi hasil parikanan,

2. Pajak Kendaraan EBermotor { BPKB/ BPMKB ).

d. Bagi hasil untuk Pemerintah Kota Palembang :
1 Bagi hazil panerimaan Pajak Penghasilan Badan Usaha dan
Pererangan {PPh).
Bagi hasil penurimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
Bagi hasil penerimaan Jasa Telekomunikasi (Telkom),
Bagi hasil penorimaan Jasa Angkutan Penumpang.
Bagl hasil penerimaan Keuntungan BUMN dan BUMD,

Bagt hasil penarimaan Jasa Bangkar Muat Kapal.

Bagi hasil ponerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Rumah
Sokit, Balal Pengobatan, Klinlk, Praktok Dokter, dan Apotik),

~N@ ma W

2. Perimbangan Keuangan Pusat Daerah

a. Perolehan Halc atas Tapah dan Bangunan -
T PO T ey - 1.
Pamerintah Pusal..........ccoeeniiiiinnin. 20%
Femarintah Propins), ..o 15%



b, Penerimagi Sumber Daoya Alam Sekdor Kehutanan

Pamarintah Pusat. . .. ...........cceieee 20 %
Pemerintah Propinsi’ . .................... 168%,
Dawrah Asal Exploitasi...................... 32%

c. Panerimaan Sumberdaya Alam Sekior Pertambangan Umum :
Duerah oo aisnniinnmnnaoings o0
Pemarintah Pusal........ccommmninnsin 20 %
Pemarintah Propinsi ... ................ 16%
Daerah Asai Explottash,................... 32%

d. Penerimaan Sumberdaya Alam Sektar Perikanan :

cDaargh .. e S0%
Femerintah Pusat..........coooocvviviennn,. 20%
Pemerintah Propinsi ......ooooievrnenrnnnns A0 %

&. Penerimaan Sumbeidaya Alam Sektor Minyak Buml ;
i | O
Pemaerintah Pusat.........cccooc . 85%
Femeriah Propinst...........c..c ... 3%

Daerah Asal Exploftasl...................... 6%
f. Penerimaan Sumbardaya Alam Sektor Gas Alam

EOBERN o i s e g i 12 %
Pemerintah Pusak.........cccoeceivviiiene. 70%
Pemerintah Propinsl...........ccoceeiieee. B %
Daarah Asal Exploitasi. .................... 12%

3. Pinjaman Daarah
8. Sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggeranya,
b. Sumber luar negarl melalui pemerintah pusat.
c. Maolakulan pinjaman Jangka panjang.
d. Melakukan pinjaman [angka pendek,

4 Laln-lin genarimaan yang sah.
= Untuk kepotiuan mondesak kepada daerah tertentu di berikan dana
daurat vang barassl oar APSH,
Pasal 26

Kawenangan Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 3
hurot v Peraturan Daerah ini maliput:

1. Kupendudukan
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Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan
pandaftaran dan pencatatan penduduk,

Pembinaan umum dan toknis berdasarkan kebijaksanaan yang
ditetapkan olen Manteri Daltam Negeri.

Pembarian Momoar Induk Kepandudukan (MIK).
FPondaftaran dan penerbitan Karu Keluarga (KK).
Pendaftaran dan penerbitan Karu Tanda Penduduk (TP
Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran.

Pancatatan dan penerbitan Akta Perkawinan,

Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian.

Pencatatan dan penerbitan Akia Kematian.

Pencatatan dan penerbitan Akta Pengesahan dan Pangakuan
Anak.

Poncatatan mutasi panduduk,
Pengelolaan data penduduk,

. Penyelenggaraan penyuluhan,

Polaksanaan urusan sarta usulan Dinas Pendaftaran Penduduk,

Palaksanaan pembinaan pengelolaan Cabang Dinas dan Unit
Palaksana Taknis Dinas.

2, Catatan Sipil :

b.
c.
d

™~ 8

Pencatatan dan penerbiten Kutipan Akta Kelahiran.
Poncatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.

Pancatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengekuan dan
Pangesahan Anak

Pencatatan dan ponerbitan Kutipan Akta Kematian.

Penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan,
Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, dan Akta
Kematian

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan Catatan Sipil,
Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
Pencatatan Perubahan Mama.

Pancatatan Perubahan dan Pembatalan Akta,

Pasal 26

Kewenangan Bidang Olah Raga sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf w
Peraturan Daarah ini mellputi:

1. Keolahragaan:

b

Pemassalan olah raga masyarakat, pembinaan olah raga
masyarakat, dan pembinaan prestasi atlit.
Pembinaan dan pengembangan olah raga tradisional,



¢. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga.
d. Penyediaan dana clah raga.
e. Pembinaan dan pengembangan perkumpulan olah raga.

2 Kepemudaan :
a. Perencanaan dan panyslonggaraan latihan pemuda dan pramuka

tingkat Perintis, Pemuka, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra),
paran serta pemuda dalam pembangunan, kelompok kerja produldif,
dan kelompok minat.

Pendataan kegiatan kepemudaan dan tenaga pembina pembina
pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, dan purna program.
Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana kepemudaan dan
kepramulkaan,

Pasal 27

Kewenangan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan sabageimana
dimaksud pasal 3 huruf ¥ Peraturan Dasrah ini meliputi:

1.

2.

aw

10.
11.
12.

Penyusunan dan penstapan Perda-perda baru untuk diajukan ke
DPRD,

Polaksanaan keordinasi  perumusan  rancangan  peraturan
perundang-undangan, menclash dan  mengevaluasi pelak-
sanaannya.

Penyalosaian masalah hukum dan pelayanan hukum.

Dokumaentasi dan publikasi produk-produk hukum.

Paolaksanaan revisi terhadap Perda dan SK yang tdak sesual
dengan UU Neo. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

UU Me. 25 Tehun 1999 tentang Perimbangan Heuangan antara
Pamerintahan Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan
yang dikaluarkan oleh pemerintah, mulai dar regulas| Pemerintah
Pusat sampai regulasl Pemerintah Daerah (Perda dan SK}.

Penghimpunan aspirasi masyarakat, khususnya kalangan
intelaktual tentang produk hukum, melalui seminar, lokakarya,
sarasahan, dll,

Pemasyarakatan hukum.

Pambarian bantuan hukum.

Panyelenggaraan produk-produk hukum,
Penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum.
Palaksanaan koordinasi dengan instansi hukum.



Pasal 2B

Kewenangan Bidang Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud
pasal 3 huruf y Peraturan Daerah ini meliputi:

1,

s

10.
1.

12.
13.

Fenyelenggaraan  pelayanan  penerangan dalam  rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkukuh persatuan dan

kesotuan serta membentuk kepribedian bangsa sesuai dengan
Pancasila dan ULD 1845,

Perumusan dan moenotapkan kebijaksanaan operasional pelayanan
penerangan tingkat Propinsi.
Palaksanaan koordinas panerangan lintas sektoral,

Pendetaan dan anelisa perkembangan pelayenan penerangan,
madia massa.

Pemberian bimbingan cendapal umum dasrah

Penyelanggaraan pelayanan penerangan, dialog interaktip antara
pemearintah dan masyarakat serta antar masyarakat.
Panyelenggaraan pamearan dan promos| pembangunan daerah,
Pemberian patdimbangan matari infarmasi media luar ruang,
Perumusan dan penctapan pols pelavanan penerangan dengan
mendaya gunakan kelempok komunikasi scsial.

Pembangunan Jaringan,

Pangawasan terhadap persdaran film dan rekaman videa { VCD,
OWVD,LD, Play Staticn Disc ).

Panelitian terhadap Pendapat Umum Daarah.
Pamberian rekomendasi terhadap :

a. Usaha Penerbitan dan Grafika,

b. Usaha Radio Siaran dan Televisi Swasta,
¢, Ll=zaha Warung Intarnat,

d. Usaha Promos| dan Pameran

. Usaha Rental Komputer.

Pembarian izin terhadap :

Usaha Rental Vidao (WCD, DVD, LO).
Lisaha Play Station Games,

Feredaran Film dan Video.

Penggunean Antena Parabola.

Usaha Produksl Film dan Rekaman Video

L

Pasal 29

Kewenangan Bidang Porlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud
pasal 3 huruf z Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyalenggaraan hubungan antara aparatur.
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Polaksanaan pelayanon perlindungan  masyarakat dalam  hal
penanggulangan bencana.

Palaksanaan pomeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan
permasalahan aktual yntuk mempertinggl daya bela dan daya tahan
rakyat.

Palaksanaan pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
Proses penyelesaian adminkstras! umum, kepegawaian dan keuangan.
Penyelenggaraan tekhnis penanggulangan bencana.

Palaksanaan pemantavan daerah rawan boncana,

Fasilitas palayanan ORMAS / CRPOL.

Pasal 30

Kewananpan Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf aa
Peraturan Daerah ini meliputi:

. Pengamanan arsip sebagaimana dalam undang-undang ini sebagai

bukti pertanggung jawaban nasional.

Parencana dan memprogramkan dibidang kearsipan Daerah
berdasarkan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pengelolaan arsip in aklip dasrah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pambinaan kearsipan terhadap unit kera di linglkungan Pemarintah
Dnarah

Penilalan dan panyershan arsip statis daerah kepada Arsip Nasional
Fopublik Indenesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
Dalam Megeri.

Palaksanaan urusan kotatausahaan .

Pasal 31

Kewenangan Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf
bb Peraturan Caerah ini meliputi;

1.

2

Penyusunan garis besar haluan pembangunan daerzh (dahulu pela
dasar pembangunan daerah}

Penyusunan tata ruang wilayah keta:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

b. Rencana Detai Tata Ruang Kota (RDTREK).

¢. Rencana Tata Ruang Kota (RTRE),

Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda),
a. Program bidang fisik.

. Program bidang ekonomi.

¢. Program bidang seslal budaya,

Penyusunan rencana pambangunan tahunan daerah;



5l

4. Pengpabtungan dan atau penghapusan Dinas-dinas yang beban
tugasnya kecil.

5. Pengembangon kompetisi yang schat di antora Dinas-dinas dalam hal
menggali sumber-sumbar PAD,

Pasal 24

Kewenangan Bidang Perimbangan Kaeuangan sobagaimana dimaksud
pasal 3 huruf u Peraturan Daerah ini meliputi-

1. Penerimaan Asli Dagrah
0. HKewenangan Pajali yang Telah Dipungut :

1

it

=

Pajak Hotel dan Restoran.
Fajak Rekiame.

Pajak Hiburan.

Palak Fenarangan Jalan.

Faiak Fengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan
s i

Pajak Femanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Fermukaan.
fdembanty pemungutan Pajsk Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Kewenangan retribusi yang telah di pungut:

W

10.
1.
12,
13
14,
13,
18,

Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan
Sipil,

Retribusi pasar grosir dan atau pertakoan.

Ratribusi izin peruntukan panggunaan tanah.

Retribusi palayanan persampahan !/ kaharsihan,
Retribusl paloyanan pemakamean dan pangabuan mayat.
Retribusi permenksaan alat pemadam kebakaran.
Retrinusi permakalan kekayaan Daarah.

Retribusi pengoantian biaya cetak pata.

Retribusi tarminal.

Rotribusi rumah patong hewan.,

Ratribusi [zin rayak,

Ratribusi izin gangguan.

Ratribus! lzin mendinkan bangunan.

Retritbust leipat parkir kendaraan.

Retrlbust po’ayarnan kesohatan,

Retribush poowor tradisicnal

¢, Kewanangan refribusi yang balum dipungui

1
2

Hetribusi pungujian kendaraaan bermotor.
Ratribusi pangujian kapal perikanan
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16,
19,
20,

21
22

23.
24
25.

26

52

Retribusi tempat penitipan anak.

Retnbus: tempat penginapan ! pesanggrahan { villa.
Retribusi tempat pendaratan kapal,

Retribusi temmpat rekreasi dan olah raga.

Retribusi penyeberangan diatas air.

Retribusi pengelahan limbah cair, padat dan gas.
Retribusi panjualan produksi usaha Daerah.
Ratribusi pangusahaan sarang burung walet.
Retribusi izin tempat penjuaian minuman beralkohol,
Retribusi pemanfaatan hasil hutan

Retribusi pedagang keki lima

Retribusi [zin usaha perdagangan.

Retribus izin lokasi

Retribus! penutupan dan penggunaan trotoar, berm dan
saluran,

Retribusi penggalian Damija.

Retriousi Tanda Dafiar Perusahaan (TOF).
Retricusi tanda daftar indusin.

Retribusi porgudangan.

Retribusi hasil pertanian.

Retribust parkir pesawat udara,

Retribusi pas pelabuhan.

Retribusi Farklr kapal motor.

Raetribusi hasil parikanan.

Pajak Kendarean Bermotor ( BPKE /| BPMNKE ).

d. Bagl hasll untuk Pemerintah Kata Palambang !

~o oW

Bagi hasil ponerimaan Pajak Penghasifan Badan Usaha dan
Pererangan {PPh).

Sagi hasll ponafimaan Pajak Pertambahan Nitai (PPn).
Bagi hasil penarimaan fasa Telekomunikasi (Telkom),
Bagi hasil perefimaan Jasa Angkutan Penumpang.
Bagi hasil perenmasn Kountungan BUMMN dan BUMD.
Bagi hasil penerimaan Jasa Bonghar Muat Kapal,

Bagi hasil panermaan Jasa Pelaysnan Kesehatan (Rumah
Sakit, Balai Pengobatan, Kiinik, Prakiek Dokter, dan Apotik).

2. Parimbangan Keuangan Pusat Daerah

a. Perclehar Hok atoz Tanak dan Bangunan -
Caarah, ... : S s Bk
Pemonntah Pusat. .. . oo 20
Pemerintah Propins: .. ... coocvicen. 16%
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b. Fenorimaan Sumber Daya #lam Sektor Kehutanan ;

Daarah. ... . 32%
Pemerintah Pusat.... . ... 20%
Pemearintah Propingi. ... . 16%
Dascah Asal Exploitasi . ...................,., 32%

c. Penarimaan Sumberdaya Alam Sekter Pertambangan Umum |
Emeealccoocnianinmaisnnnne . 325
Pemerintah Pusat.... ... 20%
Pemerintah Propinsl  ................. 16%
Daerah Asal Exploitasi............o.ocoeeee 32 %

d. Panarimaan Sumberdaya Alam Sektor Perikanan ;

XA e s e e O
Pemarintah Pusat.... ..............ooe0n. 20%
Pemarintah Prepinsi..._..................... 40%

2. Penarimaan Sumberdaya Alam Sektor Minyak Bumi
.
Pemarintah Pusat.................c.ccee. . B2%
Pamerintah Prepingi....................cc.cc.... 3%

Daerah Asal Exploitasi...........oovieeees. 8%
f. Penerimaan Sumberdaya Alam Sektor Gas Alam ;

BEREEN. s e s 12 %
Pemerintah Pusat..................ccociieeee. 70%
Pemerintah Propinsi...............ccccceevee. 6%
Daerah Asal Exploitast...................... 12%

3 Pinjaman Daarah
a. Sumber dalam negeri untuk membiayal sebagian anggaranya.
b. Sumber luar nageri malalui pemearintah pusat,
¢. Melakukan pinjaman jangka panjang.
d. Melakukan pinjaman jangka pendek.

4, Laln-lain penarimaan yang sah.
= Untuk keperluan mondesak kepada daerah tertentu di berlkan dana
darurat yang berasal darl APBM.

Pasal 25

Kewenangan Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 3
huruf v Peraturan Daerah ini maliputi:

1. Kependudukan
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c. Pambangunan dan parnaliharaan fasilitas olah raga
d. Penyediaan dana olah raga,
e. Pembinaan dan pengembangan perkumpulan slah raga.

2. Kepemudaan :

Porencanaan dan penyelenggaraan latihan pemuda dan pramuka
tingkat Perintis, Pemuka, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra),
peran serta pemuda dalam pembangunan, kelompok kerja produbktif,
dan kelompok minat.

Fendataan kegiatan kepamudaan dan tenapa pembina pembina
pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, dan purna program.
Pengelclaan dan  pemeliharaan prasarana  kepemudaan dan
kepramukaan.

Pasal 27

Kewenangan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan sabagaimana
dimaksud pasal 3 hurut « Peraturan Daerah ini meliputi;

1

-9

10.
11.
12.

Penyusunan dan penetapan Perda-perda baru untuk diajukan ke
CPRO.

Folaksanaan Koordinasli  perumusan  rancangan  peraturan
perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelak-
sanaannyg.

Ponyelesaian masalah hukum dan palayanan hukum.

Dokumentasi dan publikasi preduk-produk hukum.

Pelaksanaan revisi terhadap Perda dan SK yang tidak sesuai
dongan UU Neo. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
UL Me. 25 Tahum 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemarintahan Pusat dan Daerazh.

Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan
yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari regulasi Pemerintah
Pusat sampai regulasi Pemerintah Daerah (Parda dan SK)
Penghimpunan  aspirasl masyarakat, khususnya kalangan
intalaktual tentang produk hukum, melslui seminar, lokakarya,
sarasehan, dil.

Pemasyarakatan hukum,

Pemberian bantuan hukum.

Penyelenggaraan produk-produk hukum,
Peanyalenggaraan jaringan dokumentasi hukum.
Felaksanaan koordinasi dengan instansi hukum.



Pasal 28

Kewenangan Bidang Informasi dan Kemunikasi sebagaimana dimaksud
pasal 3 huruf y Peraturan Daerah inl maliputi:

e

@ ~

10
1.

12.
13,

14.

Penyelenggaraan  pelayanan  penerangan dalam  rangka
mancardaskan kehidupan bangsa, memperkukuh persatuan dan
kesatuan serta membentuk kepribadian bangsa sesual dengan
Pancasila dan UUD 1545,

Perumusan dan menetapkan kebijaksanaan operasional pelayanan
penarangan tingkat Propinsi.

Palaksanaan koordinasl penerangan lintas sektoral,

Pendataan dan aralisa perkembangan pelayanan penerangan,
media massa, :

Pemberian bimbingan pendapat umum daerah,

Penyelanggaraan pelayanan penerangan, dialog interaktip antara
pemearintah dan masyarakat serta antar masyarakat
Panyelenggaraan pameran dan promasi pembangunan daerah
Pamberian perimbangan materi infermasi media |uar ruang.

Pgrumusan dan penétapan pola pelayanan penerangan dengan
mandaya gunakan helompok komunikasi sosial.

Pembangunan jaringan.

Pengawasan terhadnp peradaran film dan rekaman video ( VCD,
OWD,LD Play Station Disc ).

Ponelitian terhadap Pendapat Umum Daerah.
Pamberian rekomeandasi terhadap :

Lisaha Panerbitan dan Grafika

Usaha Radio Siaran dan Televisi Swasta,
Usaha Warung Internet.

Usaha Promosi dan Pameran.

LUsaha Rantal Komputer,

Pemberian izin terhadap

a. Usaha Rental Vides (WVCD, DVD, LD).
Lisaha Play Staticn Games,

Peredaran Flim dan Vidao,

Panggunaan Antena Parabola.

Usaha Produksi Film dan Rekaman Videso

& oo oo

p oo

Pasal 29

Kewenangan Bidang Perlindungan Masyarakat sebagzimana dimaksud
pasal 3 huruf z Peraturan Daerah ini meliputi:

1.

Penyelenggaraan hubungan antara aparatur.



Tu@ws

57

. Pelaksanaan pelayanan perlindungan  mosyarskat  dalam  hal

penanggulangan bencana

Palaksanaan pemelihoraan ketentrarman dan ketertiben umum dan
pormasalahan aktual untuk mempertinggl daya bela dan daya tahan
rakyat

Palaksanaan pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
Proses penyelesaian administrasi umum, kepegawaian dan kKeuangan.
Penyelenggaraan tekhnis penanggulangan bencana

Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana

Fasilitas palayanan QRMAS /| ORPOL.

Pasal 30

Kevwenangan Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf aa
Paraturan Daerah ini meliput;

1.

5]

Pangamanan arsip sebagaimana dalem unaang-uncang ini sebagal
bukti partanggung jawaban nasional.

Perencana dan memprogramkan dibidang kearsipan Daerah
berdasarkan kebijakan sesual dengan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.

Pengelolaan arsip in aktip daerah 4i lingkungan Pemerintah Daerah.

Pembinaan kearsipan terhadap unit kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Penilalan dan penyershan arsip statizs daeiah kepada Arsip Nasicnal
Republik Indonesia sololah mendapat persetujuan tertulis dan Menteri
Dalany Negerl.

Pelakuanaan urusar ketataysahaan .

Pasal 31

Kewenangan Bidang Perencanaan sobagaimana dimsksud pasal 3 huruf
bb Peraturan Daarah ini meliputi;

2

Penyusunan garls besar haluan pembangunan dacrah (dahulu pola
dusar pembangunan doerah)

Penyusunan tata ruang wilayah kota;

a Rencana Tata Ruang Wiayah (RTRW).

b. Rencana Detai Tata Ruang Kota (RDTRK),

¢ Rencana Tata Ruangy Kola (RTRE).

Panyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda);
a. Program bidang fisik

b. Program bidang ekenomi.

¢ Program bidang sosial budaya.

Panyusunan rencana pembangunan tahunan daerah:



a. Perancanaan program fisik,

b. Perancanaan bidang ckonami

c. Perencanasn bidany sosiol budaya,

Polaksanzan koordinaki perencanaan dengan dinas / instansl dan
kocamatan di Dagrah

8. Punyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah
barsarma-sama bagian keuangan di bawah Sekretaris Daarah,

7. Pulaksanaan keosdinasi  atau  mengadakan  peneliian  untuk
perancanaan atau pengembangan penbangunan daerah,

A. Polaksanaan porsiapan dan perkembanganpelaksanaan rencana
pembangunan daerah untuk penyemparnaan rencana lebih lanjut.

9, Pelaksanaan monitering pambangunan i daarah.

10.Polaksanaan kagiatan lain dalam rangks perancanaan sasuai dengan
potunjuk Kepala Daaerah.
11.Pelaksanaan tugas-tugas khusus yang di berikan oleh Kepala Daerah.

F._"'l

Pasal 32

Kewenangan Bidang Pangawasan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf
cc Peraturan Daerah ini maliputl:

1. Pemeriksaan penyelanggaraan urusan Pemerintah Umum Pemerintah
Daerah, Pemerintah Desa / Keluraghan yang meliputi bidang — bidang
Pamerintahan, Pambinaan Sosial Politik, Pearakonomian
Kosejahteraan Sosial, Pembinaan Aparatur, Pendapatan Daerah,
kekayaan Megara dan Caerah dan lain-iain yang di tugaskan cleh
Kapala Daarah,

2. Pongujian serta penilalan atas hasil laporan setiap unsur dan atau
Instansi di lingkungan Pemerintah Dasrah atas petunjuk Kepala
Daearah.

3. Pengusutan kebenaran laporan atauw  pengaduan terhadap
penyimpangan atau penyalah gunaan di bidang Pemerintahan,
Pombinaan Sosial Poliik, Perekonomian Hesejahteraan Sosial,
Pembinaan Aparatur, Pondapatan Daerah, Kekayaan Megara dan
Daerah.

4, Pelaksanaan pelayvanan teknis administrasi dan fungsional,

8§, Pemeriksaan terhadap Dinas { Instansi Ctonom.

8. Pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APFP (BEPEKA, BPKP,
IRJEM, ITWIL PROP )

T. Ewvaluasi terhadap tindek lanjut hasll pemeriksaan APFP.
. Pemutahiran data temuan hasll pemeriksaan ARPFP,
@ Faolaksanasn pameriksaan terhedap dana bantuan Propinsi dan Pusat.

10.Palaksaan pemeriksaan Khusus terhadap pengaduan yang
menyangkut aparat secara salektip,

11.Pelaksanaan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas sparat pengawasan
Furgsional



Pasal 33

Kewenangan Bidarg Bidang Pengolahan Daia Elektronik sebagaimana
dimaksud pasal 3 huruf dd Peraturan Dasrah ini maliputi;

1.

Penyusunan rencana dan program dif bidang perngelahan data
olakironik.

. Panyusunan dan analeis data serta menyiapxan siztem aplikasi yang

dibutuhkan,
Pengendalian datz dan data masukan sampai data keluaran.

Pengendallan arus data masukan dan keluaran . pengoperasian
komputer, penyimpanan data  penyediaan dan pengamanan
peranghkat keras |/ lunak komputer.

.. Pomberian  bimbingon dan  pelayanan serta  pengendalian

homputerizasi kepadn unit kera di lingkungan Pemerintah Daerah.

. Pelaksanaan kerjesama teknik dengan pihak luar yang berhubungan

dengan pengolahan dute elekironik.

. Pelaksanaan urusan tnta usaha.

Fasal 34

Kewenangan Bidang Satwan Polisi Pamong Praja scbagaimana
dimaksud pasal 3 huruf eo Paraturan Daerab ini meliputi :

. Penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman

dan ketartiban

Pelaksanaan padoman dan  potunjuk  operasional  penerbitan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

. Pangewasan den pelaksanaan terhadap Peraturan  Daerah,

Keputusan Kepala Daarah dan peraturan pefundang-undangan
lainnya,

Pgleksanaan pengombangan Kapasitas yang maliputl pembinaan
perzanil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Polisi Pameng
Praja.

Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan
program, pedoman dan patunjuk teknis,

Pelaksanaan  urusan  ketstzlaksanasn, kerumah  tanggaan
perlangkapan, kepegowaian dan keuangan.

Paszal 35

Kewsnangan lainnya, selain kewenangan sebagaimana yang telah diatur
dalam Peraturan Daerah Ini akan ditetapkan Kepala Daerah setelah men-
dapat porzetujuan Pimpinan DPRD



el

BAB Il
PENUTUP
Pasal 36

{1} Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelsksananys ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala
Daerah.

{2) Dengan berskunya Peraturan Deerah ini, maka Heputuzan
Walikola Palambang dan zegala kelentuan vang bertentangan
dengan Peraturan-Daerah ini. dicabut dan dinvatakan fidak berlaky.

Pasai a7
Feraturan Daerah inl mulai berlaky pada tenggal diundangken

Agar  sefiap orang  dapat mengetahuinyga memerintabkan
pengundangan Peraturan Daerah inl dengan penempatannva dalam
Lambaran Dasrah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Dessmber 2000

VALIKOTA PALEMBANG

- W HUSNI
Gluntensian o Tslesoang

SENRLTCID BCLAL FOTR FalsJENams

§d§5’d
Eajioh Tomdeh, Al,
LEFPARLE PAETAR XOT S IEDAYT TAMIN 2000 DR 4.



